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Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab 
pertanyaan mengenai bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam 
memutus perkara Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang sanksi tindak 
pidana pembeli narkotika golongan I jenis metamfetamina dan bagaimana 
tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam 
putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang sanksi tindak pidana 
membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina. 
Data penelitian dihimpun melalui dokumen yang diperoleh dari bahan-
bahan kepustakaan berdasarkan norma hukum yang terdapat dalam perundang-
undangan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak 
pidana narkotika, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola 
pikir deduktif. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, putusan Pengadilan 
Negeri Demak Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang tindak pidana 
membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina yang didasarkan pada pasal 
114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009, yakni menjatuhkan pidana 
penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan 
diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dalam hal ini hakim 
memutus pidana denda melanggar ketentuan batas minimum denda yang 
seharusnya Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) tanpa disertai alasan yang 
jelas, padahal dari fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan hal-hal 
yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat 
menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Kedua, hukuman yang diberikan 
kepada terdakwa tidak sesuai dengan konsep ta’zi>r, karena dalam ta’zi>r hukuman 
didasarkan pada sumber-sumber syara’ yang salah satunya bersumber dari 
Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, namun dalam 
penerapannya hakim telah melanggar batas minimum denda dari pasal 114  ayat 
(1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.  
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada para penegak 
hukum hendaknya lebih aktif dan tegas dalam memberantas tindak pidana 
narkotika dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 serta memberikan alasan yang jelas dalam 
pertimbangan hukumnya untuk memberikan keadilan dan pencegahan kepada 
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A. Latar Belakang Masalah 
Saat ini perang tidak hanya diartikan dengan bertempur mengangkat 
senjata dan terjadi pertumpahan darah, namun lebih dari itu, perang pada saat 
ini yaitu memberantas kebodohan yang akan berakibat merusak bangsa. Salah 
satu penyebab kebodohan yaitu narkoba. Pada era modern dan kapitalisme 
mutakhir, narkoba telah menjadi problem bagi umat manusia di berbagai 
belahan bumi, khususnya di Indonesia. Narkoba bisa mengobrak-abrik nalar 
yang cerah, merusak jiwa dan raga, tak pelak bisa mengancam hari depan 
umat manusia. Maraknya kejahatan/tindak pidana yang berkaitan dengan 
narkoba sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari 
media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius.  
Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke 
tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur 
tentang peredaran narkoba. Kejahatan narkoba bukanlah kejahatan yang 
sifatnya lokal, tetapi telah merebak sampai ke seluruh pelosok wilayah 
Indonesia. 
Mayoritas orang menggunakan narkotika, psikotropika, dan miras 
karena adanya sensasi psikologis berupa perasaan menyenangkan yang mucul 
setelahnya. Faktanya, semua jenis zat yang masuk ke dalam tubuh manusia 

































akan diproses secara fisiologis sebelum akhirnya dinilai oleh otak enak atau 
tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, lagi atau berhenti dan sejenisnya.
1
 
Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. 
Selain narkoba istilah lain yang diperkenalan yaitu NAPZA yang merupakan 
singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainya. 
Menurut Merriam-Webster, narkotika adalah:
2
 
1. Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat 
menumpukan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi 
dalam dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, atau kejang; 
2. Sebuah obat (seperti ganja atau LSD) tunduk pada pembatasan yang 
mirip dengan narkotika adiktif apakah adiktif secara fisiologis dan 
narkotika atau tidak. 
3. Sesuatu yang menenangkan, membebaskan, atau menidurkan. 
Sementara menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
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Pada satu sisi, narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan 
yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan 
pengembangan ilmu pengetahuan. Pada sisi lain dapat menimbulkan 
ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa 
pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.
4
 
Banyak jenis narkotika dan psikotropika memberi manfaat yang besar 
bila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Narkotika 
dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri 
penderitaan. Jasa narkotika dan psikotropika sangat besar dalam kehidupan 
dimasa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tindakan operasi 
(pembedahan) yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. 
Padahal, obat bius tergolong narkotika. Orang yang mengalami stress dan 




Selain itu dalam dunia medis narkotika sangat diperlukan karena 
keampuhanya menghilangkan rasa nyeri, di samping itu sudah ratusan tahun 
orang menggunakannya sebagai obat mencret dan obat batuk.
6
 Dengan 
demikian narkoba jelas tidak selalu berdampak buruk. Banyak jenis narkoba 
yang sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran. Karenanya yang kita 
perangi bukan narkoba, melainkan penyalahgunaannya. 
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 Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 163. 
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Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang termasuk dalam 
kategori tindak pidana khusus, dikatakan demikian karena ketentuan yang 
dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan 
khusus. Disebut tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika ini 
tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturan.
7
 
Pada abad sekarang ini, perilaku perdagangan gelap narkotika masih 
terus berlangsung. Bahkan, pemakainya dari kalangan anak-anak, remaja, 
mahasiswa, profesional dan bahkan oknum penegak hukum seperti kepolisian 
dan kejaksaan ikut terlibat. Sekarang Indonesia sudah meningkat menjadi 
daerah pemasaran. Artinya, pedagang narkoba sengaja datang ke Indonesia 
untuk berjualan narkoba, dan pembelinya adalah orang Indonesia.
8
 
Dalam upaya menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran 
narkotika maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Narkotika yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan 
kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak 
pidana tersebut. 
Tujuan diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika menurut pasal 4 adalah:
9
 
a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan 
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 
penyalahgunaan narkotika; 
                                                             
7
 Kaligis, Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, (Bandung: Alumni, 2002), 63. 
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9
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

































c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika; 
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan  sosial bagi 
penyalahguna dan pecandu narkotika. 
 
Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan 
penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika, 
diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan 
Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan 
Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional.
10
 
Ketentuan pidana mengenai tindak pidana membeli narkotika sudah 
diatur dalam pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika: 
(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar);  
(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau 
menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 
melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 
beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
Kasus yang penulis angkat dalam putusan Nomor: 
114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana 
tanpa hak membeli narkotika golongan I, hakim telah memutus perkara ini 
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 AR. Sujono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan . . ., 60. 

































menggunakan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. 
Dalam hal ini ketertarikan penulis meneliti putusan Nomor: 
114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk yaitu: Pertama, jaksa penuntut umum menuntut 
terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 
800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 
tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 
(satu) bulan. Kedua, hakim memutus perkara ini dengan pidana penjara 
selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus 
juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka 
akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dalam putusan ini 
jaksa penuntut umum menuntut dan hakim menjatuhkan pidana denda 
dibawah ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, yang mana hal tersebut bertentangan dengan asas legalitas yang 
tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: 
‚Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan 
ketentuan Perundang-undangan pidana yang telah ada‛.11 
Berdasarkan KUHP Pasal 1 ayat (1) mengenai asas legalitas tentang 
putusan hakim dibawah ketentuan minimal itu bertentangan karena itu sudah 
menjadi ketentuan normatif yang didasarkan pada kepastian hukum. Jadi 
apabila Undang-undang sudah mengatur ketentuan batas minimal pidana 
maka harus ditaati. 
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 R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya 
Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), 27. 

































Pada masa Rasulullah SAW zat yang berbahaya yang paling populer 
memang baru minuman keras (khamar). Khamar berasal dari perasan buah 
yang diragikan. Khamar dapat mengganggu kejernihan akal, menganggu daya 
tanggap manusia, membuat mabuk, dan lupa diri. Bertolak dari efek khamar 
yang menimbulkan mudharat (kejelekan, kerugian) sebagaimana diungkap al-
Qur’an, maka banyak ulama yang menganalogikan bahan-bahan psikoaktif 
(narkoba) dengan khamar.12 Termasuk juga dalam hal larangannya, 
sebagaimana firman Allah dalam al- Qur’an surat al-Ma’idah ayat 90, yaitu: 
ًْنطٍيَّشلاًْلىمىعٍْنٌمْ هسًٍجرْـي ىلاٍزىلاٍاْ ىكْ يباىصٍنىلاٍاْ ىكْ يرًسٍيىلدٍاْ ىكْ يرٍمىلخٍاْاىَّنًَّاْآٍويػنىماْ ىنٍيًذَّلاْا ىهُّػيىيا
ْىفٍويحًلٍفيػتٍْميكَّلىعىلْيهٍويػبًنىتٍجاىف 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, 
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan 
anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. 
Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (al- 
Ma’idah: 90)13 
 
Di dalam al-Qur’an juga tidak menegaskan hukuman yang jelas bagi 
pengedar narkotika, namun karena memiliki dampak buruk yang sangat besar 
bagi individu, masyarakat, hingga dapat merusak negara , maka sudah 
sewajarnya bila terhadap pengedar dan pembelinya dihukum yang berat. 
Dalam teori ilmu fiqih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, 
maka dapat diselesaikan melalui metode qiyas. Qiyas artinya 
mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya 
                                                             
12
 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba, Alkohol, Cara Islam Mencegah, Mengatasi, & Melawan, 
(Bandung: Nuansa, 2004), 86. 
13
 Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang, Toha Putra, 
1989), 90. 

































dengan hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara 
kedua peristiwa tersebut terdapat segi-segi persamaan.
14
 
Hukuman bagi pembeli narkotika adalah ta῾zi>r karena narkotika dan 
sejenisnya terdapat kesamaan illat dengan khamar, karena itu narkotika 
hukumnya haram untuk dikonsumsi, karena selain menghilangkan akal juga 
bisa memabukkan sebagaimana khamar, sedangkan sudah dijelaskan setiap 
yang memabukkan hukumnya haram. Hukum haram ini tidak hanya 
mengkonsumsi saja tetapi juga meliputi jual beli, menjadi perantara antara 
penjual dan pembeli. 
Ta῾zi>r adalah hukuman yang tidak ditetukan oleh al-Qur’an dan hadis 
yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba 
yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan 
mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.
15
 Wewenang untuk 
menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. 
Diriwayatkan dari Anas tentang orang-orang yang ikut dalam proses 
khamar  (narkoba) pembelinya: 16 
ْىعىلْا ىهىػًبرا ىشْ ىكْا ىىىرًصىتٍعيمْ ىكْاىىىرًصاىعْ:نةىرٍشىعًْرٍمىلخٍاًْفِْ ىنْيةىلٍويمٍحىلدٍاْ ىكْاىهىلًماىحْ ىكْْاىهىػيًقا ىسْ ىكًْوٍيىلًاْ ىك
ا ىهىًعئ ىبًَْْكآْ ىكْيوىلْىةاىرىػتٍشيلدٍاْ ىكْاىىلذٍْمًىتٍَشيلدٍاْ ىكْاىهًنىىثَْىلْ
Artinya: ‚Dalam persoalan khamar ini ada sepuluh orang yang dikutuk 
karenanya: produser (pembuatannya), distributor (pengedarnya), 
peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, 
pemakan uang hasilnya, pembayar, dan pemesannya.‛ 
 
                                                             
14
 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 33. 
15
 A. Djazuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 165. 
16
 Ibid., 96. 

































Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh 
dalam skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi 
Tindak Pidana Membeli Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (Studi 
Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.) 
 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan 
inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut: 
a. Deskripsi kasus tindak pidana membeli narkotika dalam putusan 
Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. 
b. Perbedaan sanksi tindak pidana membeli nartkotika menurut hukum 
positif Indonesia dan hukum pidana Islam. 
c. Unsur-unsur tindak pidana membeli narkotika menurut hukum positif 
Indonesia. 
d. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pidana 
membeli narkotika dalam putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. 
e. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana membeli 
narkotika dalam putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang masih luas dan umum di 
atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai 
berikut: 

































a. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana 
membeli narkotika dalam putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. 
b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana membeli 
narkotika dalam putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. 
 
 
C. Rumusan Masalah 
Dari pemaparan diatas, agar penelitian ini terarah maka penulis 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor: 
114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang sanksi tindak pidana membeli 
narkotika golongan I jenis metamfetamina ? 
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum 
hakim dalam putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang sanksi 
tindak pidana membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina ? 
 
 
D. Kajian  Pustaka 
Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian 
yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga 
terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan 
pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. 
Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengangkat 
tema tentang narkotika, diantaranya: 

































1. Skripsi yang ditulis oleh Achmad Vijaysyin Mutho (2018) yang berjudul 
‚Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi Pengguna 
Narkoba Jenis Methylone (Studi Putusan No: 
123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST).
17
 Inti dari skripsi tersebut hakim telah 
memutus pengguna narkoba jenis methylone dengan pasal 127 Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut Achmad 
Vijaysyin Mutho, hakim kurang tepat dalam memutus menggunakan 
pasal tersebut, karena methylone merupakan narkoba jenis baru yang 
belum diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
narkotika. Achmad Vijaysyin Mutho berpendapat seharusnya hakim 
memutus menggunakan dakwaan subsidair yaitu pasal 197 Undang-
undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dari uraian tersebut, 
penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan judul skripsi yang penulis 
teliti berbeda dengan pembahasan skripsi yang ditulis oleh Achmad 
Vijaysyin Mutho. Fokus pembahasan yang penulis teliti yaitu lebih 
mengkaji analisis pertimbangan hukum hakim  yang memberikan 
hukuman pidana denda dibawah ketentuan Undang-undang terhadap 
perlaku tindak pidana membeli narkotika yang dilakukan oleh orang 
dewasa. 
2. Skripsi yang ditulis oleh Resah Anika Maria (2014), yang berjudul 
‚Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kumulatif dalam Putusan 
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 Achmad Vijaysyin Mutho, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Sanksi 
Pengguna Narkoba Jenis Methylone (Studi Putusan No: 123/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST), 
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). 

































Nomor: 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika 
Golongan I berupa Sabu–sabu‛.18 Inti dari skripsi tersebut menyatakan 
bahwa hakim dalam memutus perkara memberikan sanksi pidana 
kumulatif yaitu sanksi pidana yang berganda berupa pidana penjara dan 
pidana denda serta ditambah 1/3 kurungan apabila denda tidak dibayar, 
hal tersebut berdasarkan pada pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 
35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan kasus tersebut Resah 
Anika Maria berpendapat bahwa sanksi kumulatif tersebut memberatkan, 
karena seharusnya hukuman maksimum baru dapat ditambah dengan 
sepertiga apabila melakukan kejahatan ulang, serta dalam skripsi tersebut 
lebih menekankan pada landasan hukum yang diputus oleh hakim 
daripada tinjauan hukum Islamnya. Dari uraian tersebut, penulis ingin 
menunjukkan bahwa pembahasan judul skripsi yang penulis teliti berbeda 
dengan pembahasan skripsi yang ditulis oleh Resah Anika Maria. Fokus 
pembahasan yang penulis teliti yaitu lebih mengkaji analisis 
pertimbangan hukum hakim  yang memberikan hukuman pidana denda 
dibawah ketentuan Undang-undang terhadap perlaku tindak pidana 
membeli narkotika yang dilakukan oleh orang dewasa. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Abdus Shomad (2018) yang berjudul ‚Analisis 
Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif Dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Spg 
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 Anika Maria, Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kumulatif dalam Putusan Nomor: 
382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa Sabu – Sabu, 
(Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014). 

































Tentang Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur‛.19 Inti 
dari skripsi tersebut yaitu Abdus Shomad lebih menekankan bagaimana 
keadilan diversif  bagi anak dibawah umur yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika. Dari uraian tersebut, penulis ingin 
menunjukkan bahwa pembahasan judul skripsi yang penulis teliti berbeda 
dengan pembahasan skripsi yang ditulis oleh Abdus Shomad. Fokus 
pembahasan yang penulis teliti yaitu lebih mengkaji analisis 
pertimbangan hukum hakim  yang memberikan hukuman pidana denda 
dibawah ketentuan Undang-undang terhadap perlaku tindak pidana 
membeli narkotika yang dilakukan oleh orang dewasa. 
Oleh karena kejahatan narkotika marupakan extra ordinary crime, 
maka sudah sepantasnya pelaku tindak pidana narkotika dihukum sesuai 
ketentuan yang ada agar memberikan efek jera bagi pelaku serta sebagai 
peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan narkotika. 
 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti 
melalui penelitian yang dilakukannya. Berdasarkan rumusan masalah yang 
ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut: 
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 Abdus Shomad, Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keadilan Diversif Dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Spg Tentang 
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan 
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1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan 
Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang sanksi tindak pidana membeli 
narkotika golongan I jenis metamfetamina. 
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan 
hukum hakim dalam putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang 
sanksi tindak pidana membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina. 
 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan 
kegunaan. Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan  dapat diambil 
dari penelitian ini yaitu: 
1. Aspek Teoritis 
a) Dapat memberikan sumbangsih keilmuan serta pemikiran untuk 
menambah pengetahuan di bidang hukum positif dan hukum pidana 
Islam. 
b) Dapat menjadi acuan penelitian dan kajian mengenai kejahatan 
narkotika, khususnya mengenai tindak pidana membeli narkotika. 
2. Aspek Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 
refrensi yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada penegak 
hukum untuk memberikan kepastian hukum guna mewujudkan hukum 
yang adil di tengah masyarakat. 
 

































G. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami dan untuk 
memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan 
istilah-istilah dari judul skripsi ini, yaitu: 
1. Hukum Pidana Islam 
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqih 
jina>yah, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau 
perbuatan kriminal yang dilakukan orang-orang mukallaf (orang dapat 
dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum 
yang terperinci dari al-Qur’an dan hadis.20 
2. Sanksi Tindak Pidana 
Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan 
yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan 
yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut 
diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.
21
 
Tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum 




3. Membeli Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina 
Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui 
penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada 
                                                             
20
 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1. 
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 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 194. 
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 Soeharto RM, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 22. 

































maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada 




Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa 




Narkotika golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat 
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak 




Metamfetamina (Sabu-sabu) berbentuk kristal seperti gula atau 
bumbu penyedap masakan, ada juga yang berbetuk tablet. Jenis sabu-sabu 
antara lain yaitu gold river, coconut dan kristal.26 
 
 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Pengolongan jenis penelitian hukum adalah berdasarkan berbagai 
macam alasan mengapa penelitian hukum dilakukan.
27
 Jenis penelitian ini 
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 AR. Sujono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan. . ., 257. 
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 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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 AR. Sujono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan. . ., 49. 
26
 Santi Sanita, Bahaya Napza Narkoba, (Jakarta: Shakti Adiluhung, 2008), 14. 

































menggunakan penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang 
menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum dan literatur 
yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.
28
 Penelitian ini 
dianalisis menggunakan hukum pidana Islam tentang tindak pidana 
membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina dalam putusan 
Pengadilan Negeri Demak Nomor: 144/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan daam penelitian ini ada dua, 
yaitu: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer  adalah sumber data yang memiliki otoritas 
(authority), artinya bersifat mengikat.29 Dalam penelitian ini sumber 
data primernya meliputi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, dan putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 
144/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang tindak pidana membeli narkotika 
golongan I jenis metamfetamina. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan 
pustaka yang member penjelasan terhadap sumber primer. Sumber 
data sekunder dalam penelitian ini meliputi dari hasil penelitian para 
ahli, pendapat para ahi hukum yang berupa literatur buku yang 
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 Dyah Ochtorina  Susanti, A’an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014), 9. 
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 Soerono Soekanto, Sri Mamuji, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2001), 13. 
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berhubungan dengan tindak pidana narkotika, serta penelitian 
terdahulu yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penelitian ini 
menggunakan teknik sebagai berikut: 
a. Studi Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data yang tidak 
langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui 
dokumen, atau dilakukan melalui berkas yang ada dengan cara di 
ketik dan ditulis. Dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan 
Negeri Demak Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang tindak 
pidana membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina. 
b. Studi Kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data yang bersumber 
dari buku, undang-undang, artikel dan internet, teknik mengumpulkan 
dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah, dan mecatat 
hal yang berhubungan dengan penelitian.  
4. Teknik Pengolahan Data 
Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan 
pengolahan data dengan menggunakan metode sebagai berikut: 
a. Editing, yaitu meneliti kembali data-data yang telah diperoleh untuk 
mengetahui informasi dari kelengkapan, catatan pengumpul data, 
kejelasan makna, kesesuaian, dan keseragaman suatu data,
30
 yang 
berkaitan dengan tindak pidana membeli narkotika berdasarkan 
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 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 
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hukum pidana Islam dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. 
b. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang 
diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah diperoleh untuk 
menghasilkan bahan guna dijadikan struktur deskripsi. 
c. Analyzing, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab 
III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang 
bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di 
dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi sanksi hukuman 
denda bagi pelaku tindak pidana membeli narkotika dan analisis 
tinjauan hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut. 
5. Tenik Analasis Data 
a. Deskriptif analisis, yaitu teknik analisa yang menggambarkan sebuah 
data sesuai faktanya sesuai dengan objek penelitian ini yaitu putusan 
Pengadilan Negeri Demak Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang 
tindak pidana membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina 
yang secara keseluruhan kemudian dianalisa dengan hukum pidana 
Islam. 
b. Pola pikir deduktif, yaitu analisa data dengan memaparkan data yang 
telah diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus 
dengan melakukan pembacaan, penafsiran, dan analisis terhadap 
sumber-sumber data yang diperoleh sehingga diperoleh kesimpulan 
yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan 

































kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis 
hukum pidana Islam. 
 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Untuk memberikan gambaran yang jelas dan agar mudah dipahami 
oleh pembaca mengenai pokok-pokonya, penulis akan menyusun sistematika 
skripsi sebagai berikut: 
Bab pertama pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 
dan sistematika pembahasan. 
Bab kedua membahas tentang landasan teori ta’zi>r meliputi 
pengertian, dasar hukum, unsur-unsur, macam-macam, sanksi hukumannya, 
dan hukuman bagi pembeli narkotika dalam hukum Islam. 
Bab ketiga memuat data penelitian yaitu Putusan Pengadilan Negeri 
Demak Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang sanksi tindak pidana 
membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina. 
Bab keempat menganalisis deskripsi tentang sanksi tindak pidana 
membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina dan ditinjau dari hukum 
pidana Islam. 
Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang 
memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah 
beserta saran – saran. 

































JARIMAH TA’ZI>R DAN NARKOBA DALAM ISLAM 
A. Jari>mah Ta῾zi>r  
1. Pengertian Ta῾zi>r 
Setiap kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh al-Qu’an maupun 
oleh hadis disebut sebagai jari>mah hudu>d. Adapun tindak pidana yang 
tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur’an maupun hadis disebut sebagai 
tindak pidana ta’zi>r.  
Ta’zi>r menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi ََر َّزَع yang 
berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menolak dan 
mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. 
Ta’zi>r juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut 
dengan ta’zi>r karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si 




Menurut al-Mawardi dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah, ta’zi>r 
ialah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh 
hudu>d. Status hukumnya berbeda-beda dengan keadaan dosa dan 
pelakunya. Ta’zi>r sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai 
pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan 
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Dalam fiqh jina>yah, ta’zi>r merupakan bentuk jari>mah yang sanksi 
hukumnya ditentukan penguasa. Tidak adanya ketentuan tentang macam 
dan hukuman pada jarimah ta’zi>r karena jari>mah ini berkaitan dengan 
perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan 
tersebut selalu berubah dan berkembang. Sesuatu dapat dianggap 
maslahat pada suatu masa, bisa jadi tidak pada waktu lain. Demikian pula 
sesuatu yang dianggap maslahat di tempat tertentu, tetapi belum tentu di 
tempat lain. Perbuatan itu dianggap sebagai jari>mah karena bertentangan 
dengan kemaslahatan umum, tetapi tidak dianggap sebagai jari>mah lagi 
kalau kemaslahatan umum mengehendaki demikian. Oleh karena itu 
jari>mah ta’zi>r sering disebut dengan jari>mah kemaslahatan umum. Dalam 
menangani kasus jari>mah ini hakim diberikan kebebasan berijtihad untuk 




2. Dasar Hukum Ta’zi>r 
Dasar hukum diisyaratkannya ta’zi>r terdapat beberapa  hadis Nabi 
SAW dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut sebagai berikut:
4
 
ًْفِْ نلًيجىرْ ىسىبىحْىمَّل ىسىكًْوٍيىلىعْاللهْىَّلىصَّْبَِّنلاَّْفاْ,ًه
ًٌدىجٍْنىعًْوًٍيبىأٍْنىعْ وميًكىحًْنٍبًازٍهىػبٍْْنىع
)ْمًكاىلحاْوححصكْىًقىه ٍػي ىػبٍلاىكْلًءاىسًٌنلاىكْلًذْيمٍريػتلاىكٍديكاىدٍْويػبىاْيهاىكىر(ْوةىمٍهيػت 
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 Artinya: ‚Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa nabi 
saw menahan seseorang karena disangka melakukan 
kejahatan‛. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmudzi, 
Nasa’I, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim). 
 
ًْةىرىشىعْ ىؽٍوىػفْيدىلٍييُْىلاْ يؿويقىػيْىملسكْويلعْاللهْىلصْ ًَّللَّىاْ ىؿويسىرْىع ًىسَْ ًٌمًراىصٍن ْىٍلْىاْىةىدٍريػبْبِىأٍْنىع
)ًْوٍيىلىعْهقىفَّػتيمْ(ْْ ًَّللَّىاًْدكيديحٍْنًمْ ًٌدىحْفِْ َّلاًإْ, وطاىوٍسىأ 
Artinya : Dari Abu Burdah al-Anshori bahwa ia mendengar Rasulullah 
SAW bersabda ‚tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, 
kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah 
SWT‛. (HR. Muttafaq ‘alaihi) 
 
ْ(ْْىدكيديٍلحىاْ َّلاًإٍْمًًتِاىرىػثىعًْتاىئ ٍػيىٍلذىاْمًكىذْاويليًْقىأْصلى الله عليه وسلمْ ًَّللَّىاْ ىؿويسىرْاىه ٍػنىع ْيَّللَّىاْ ىيًضىرْىةىشًئاىعٍْنىع
)ْىقهيبلاوْ ُّيًئا ىسَّنلاىكْ,ىديكاىدْويبىأْدحماْيهاىكىر 
Artinya: Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda ‚Ringankan 
hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan 
kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-
jarimah hudud.‛ (HR. Ahmad, Abu Dawud, al-Nisa’I, dan al-
Baihaqi) 
 
Secara umum ketiga hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi 
ta’zi>r dalam syariat Islam. Berikut penjelasannya:5 
1. Hadis pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan 
tersangka pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses 
penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut 
melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi 
perbuatan tindak pidana. 
2. Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta’zi>r yang tidak 
boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakan dengan 
hudu>d. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang 
termasuk jari>mah hudu>d dan mana yang termasuk jari>mah ta’zi>r. 
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3. Hadis ketiga mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta’zi>r 
yang bisa jadi berbeda-beda penerapannya, tergantung status pelaku 
dan hal lainnya. 
3. Unsur-Unsur Ta’zi>r 
Suatu perbuatan dianggap jari>mah apabila unsur-unsurnya telah 
terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan 
unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak 
pidana berlaku pada semua jari>mah, sedangkan unsur khusus hanya 
berlaku untuk masing-masing jari>mah dan berbeda antara jari>mah yang 
satu dengan yang lain.
6
 Unsur-unsur umum untuk jari>mah yaitu:7 
1) Unsur Formal 
Yaitu adanya nash atau ketentuan yang menunjukkan sebagai 
jari>mah. Jari>mah tidak akan terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. 
Khusus untuk jari>mah ta’zi>r, harus ada peraturan dan Undang-undang 
yang dibuat oleh penguasa. 
2) Unsur Material 
Unsur material adalah adanya perilaku yang membentuk 
jari>mah, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar 
telah dilakukan. Contohnya dalam jari>mah khamar unsur materialnya 
yaitu meminum sesuatu yang memabukkan. 
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 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Islam Fiqh Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2004), 27. 
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3) Unsur Moral 
Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jari>mah. 
Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan 
atas orang telah baligh, sehat akal, dan ikhtiar (berkebabasan berbuat). 
Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhta>r 
memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman ta’zi>r yaitu setiap 
orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain 
tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan 
atau isyarat, baik korbannya adalah seorang mukmin maupun orang kafir.
8
 
4. Tujuan Sanksi Ta’zi>r 
Tujuan diberlakukannya sanksi ta’zi>r, yaitu sebagai berikut:9 
1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum 
melakukan jari>mah. 
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak 
mengulangi perbuatan jari>mah dikemudian hari. 
3. Kuratif. Ta’zi>r harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana 
dikemudian hari. 
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya 
kearah yang lebih baik. 
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 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam, (Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, terj. dari al-Fiqh al-Islami wa 
Dilalatuhu), jilid 7, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 532. 
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5. Macam-Macam Jari>mah Ta’zi>r 
Dilihat dari berbagai hal jari>mah ta’zi>r terdiri dari berbagai 
macam, yaitu sebagai berikut:
10 
1) Dilihat dari hak yang dilanggar, jari>mah ta’zi>r dapat dibagi menjadi 
dua, yaitu: 
a. Jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak Allah. 
b. Jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak individu. 
Adapun yang dimaksud dengan jari>mah ta’zi>r yang menyinggung 
hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berakaitan dengan kemaslahatan 
umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, pencurian, dan 
pemberontakan. Sedangkan jari>mah ta’zi>r yang menyinggung hak 
individu, yaitu segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi 
seorang manusia, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.
11
 
2) Dari segi sifatnya, jari>mah ta’zi>r dibagi kepada tiga bagian, yaitu: 
a. Ta’zi>r karena melakukan perbuatan maksiat. 
b. Ta’zi>r karena melakukan perbuatan yang membahayakan 
kepentingan umum. 
c. Ta’zi>r karena melakukan pelanggaran. 
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a. Jari>mah ta’zi>r yang berasal dari jari>mah hudu>d dan qisash diyat 
yang mengandung unsur shubhat fi al-fi’li, fi al-fa’il, maupun fi al-
mahal.13 Akan tetapi hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan 
maksiat, seperti percurian harta syirkah, pembunuhan ayah 
terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda. 
b. Jari>mah ta’zi>r yang jenis jari>mah-nya ditentukan oleh nash, tetapi 
sanksinya oleh syariat diserahkan kepada penguasa, seperti 
sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, 
mengingkari janji, menghianati amanah, dan menghina agama. 
c. Jari>mah ta’zi>r yang jenis dan sanksinya secara penuh menjadi 
wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat, 
seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. 
Abdul Aziz Amir membagi jarimah ta’zi>r secara rinci kepada 
beberapa bagian, yaitu :  
a.  Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan pembunuhan. 
b. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan pelukaan. 
c. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan 
dan kerusakan akhlak. 
d. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan harta. 
e. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan kemaslahatan individu. 
f. Jari>mah ta’zi>r yang berkaitan dengan keamanan umum. 
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 Samar dalam perbuatan yang dilakukan, orang yang melakukannya, dan situasi serta kondisi 
atau tempat peristiwa itu terjadi. 

































6. Macam-Macam Hukuman Ta’zi>r 
Hukuman ta’zi>r jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat 
dikelompokkan menjadi empat, yaitu: 
1) Hukuman ta’zi>r yang berkaitan dengan badan 
Adapun mengenai sanksi ta’zi>r yang berkaitan dengan badan, 
dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Hukuman Mati 
Mazhab Hanafi, membolehkan sanksi ta’zi>r dengan 
hukuman mati dengan syarat perbuatan itu dilakukan berulang-
ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. 
Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi 
beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah 
masuk Islam. Sedangkan menurut Mazhab Maliki dan sebagian 
ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi 
ta’zi>r tertinggi. Contohnya, sanksi bagi spionase (mata-mata) dan 
orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Demikian juga 




Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman 
mati sebagai sanksi ta’zi>r tertinggi untuk jari>mah ta’zi>r, dan hanya 
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dilaksanakan dalam jari>mah-jari>mah yang sangat berat dan 
berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
15
 
a) Bila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman 
sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya. 
b) Harus dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat 
serta pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka 
bumi. 
Disamping itu ternyata sekarang negara-negara di dunia ini 
lebih banyak menerapkan hukuman mati sebagai sanksi ta’zi>r yang 




b. Hukuman Jilid (Cambuk) 
Hukuman jilid cukup efektif dalam menjerakan pelaku 
jari>mah ta’zi>r. Hukuman ini dikatakan efektif karena memiliki 
beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu:
17
 
a) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, karena 
dirasakan langsung secara fisik. 
b) Bersifat fleksibel, setiap jari>mah memiliki jumlah cambukan 
yang berbeda-beda. 
c) Berbiaya rendah, tidak membutuhkan dana besar dan 
penerapannya sangat praktis. 
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d) Lebih murni dalam menerapkan prinsip bahwa sanksi ini 
bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga 
terhukum. 
Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam 
jari>mah ta’zi>r, ulama berbeda pendapat:18 
a) Mazhab Hanafi, tidak boleh melampaui batas hukuman had. 
b) Abu Hanifah, tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi 
peminum khamar adalah dicambuk 40 kali. 
c) Abu Yusuf, tidak boleh lebih dari 79 kali, karena had bagi 
pelaku qadzaf adalah dicambuk 80 kali. 
d) Ulama Malikiyah, sanksi ta’zi >r boleh melebihi had selama 
mengandung maslahat. Mereka berpedoman pada keputusan 
Umar bin al-Khattab yang mencambuk Ma’an bin Zaidah 100 
kali karena memalsukan stempel baitul mal. 
Kemudian pendapat ulama mengenai jumlah minimal 
cambukan dalam jari>mah ta’zi>r yaitu:19 
a) Ulama Hanafiyah, batas terendah ta’zi>r harus mampu memberi 
dampak preventif dan represif. 
b) Ulama lain menyatakan batas terendah satu kali cambukan. 
c) Ibnu Qudamah, batas terendah tidak dapat ditentukan, 
diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai tindak pidana, pelaku, 
waktu, dan pelaksanaannya. 
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d) Pendapat Ibnu Qudamah lebih baik, tetapi perlu tambahan 
ketetapan ulil amri sebagai pegangan semua hakim. Apabila 
telah ada ketetapan hakim, tidak ada lagi perbedaan pendapat. 
Sesungguhnya dalam hal ini harus dilihat kasus jari>mah-
nya, sudah menjadi kewenangan ulil amri menjatuhkan hukuman 
dengan harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi si pelaku 
jari>mah  dan juga bagi masyarakat. 
2) Hukuman ta’zi>r yang berkaitan dengan kemerdekaan. 
Mengenai hukuman ta’zi>r yang berkaitan dengan 
kemerdekaan, ada dua jenis hukuman, yaitu: 
a. Hukuman Penjara 
Alasan dibolehkannya hukuman penjara sebagai ta’zi>r 
adalah tindakan Nabi SAW yang pernah memenjarakan beberapa 
orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan, juga tindakan 
khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Zhabi’ ibn al-Harits 
salah satu pencuri dari Bani Tamim sampai ia mati di penjara. 
Demikian pula khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn 
az-Zubair di Mekkah ketika ia menolak untuk membaiat Ali. 




a) Hukuman Penjara Terbatas 
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Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara 
yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Adapun lamanya 
hukuman penjara tidak ada kesepakatan dikalangan para 
ulama. Menurut Imam al-Mawardi hukuman penjara dalam 
ta’zi>r berbeda-beda, tergantung kepada pelaku dan jenis 
jari>mah-nya. Menurut Imam ibn al-Majaysun dari ulama 
Malikiyah menetapkan lamanya hukuman bisa setengan bulan, 
dua bulan, atau empat bulan, tergantung kepada harta yang 
ditahannya. Adapun batas terendah hukuman penjara menurut 
Imam al-Mawardi adalah satu hari. 
Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa tidak ada batas 
yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman 
penjara sesuai ta’zi>r, dan hal itu diserahkan kepada ijtihad 
hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jari>mah, 
pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jari>mah itu terjadi. 
b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas 
Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi 
waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang 
terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain 
bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. 
Hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman 
penjara untuk kejahatan-kejahatan yang sangat berbahaya, 
seperti pembunuhan yang terlepas dari sanksi qisash. 

































Sedangkan hukuman penjara yang dibatasi sampai sampai 
terhukum bertaubat sesungguhnya mengandung pendidikan, 
mirip dengan Lembaga Permasyarakatan sekarang, yang 
menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang terbukti ada 
tanda-tanda telah bertaubat. Menurut ulama bila ia 
memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam perilakunya. 
Bahkan para ulama mengharuskan adanya pengobatan apabila 
terhukum sakit dan tidak ada larangan syara’ melatih para 
narapidana dalam kegiatan yang bermanfaat, bahkan hal ini 




b. Hukuman Pengasingan 
Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, namun 
dalam praktik hukuman diterapkan juga sebagai hukuman ta’zi>r. 
Diantara jarimah ta’zi>r yang dikenai hukuman pengasingan adalah 
orang yang beperilaku mukhannats (waria) yang pernah 
dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar Madinah. 
Demikian pula tindakan Umar yang mengasingkan Nashr bin 
Hajjaj karena banyak wanita yang tergoda olehnya, karena konon 
ia berwajah sangat tampan dan menarik, walaupun sebenarnya ia 
tidak melakukan jari>mah. Selain itu, Umar juga menjatuhi 
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hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu’an bin Zaidah 
karena telah memalsukan stempel baitul mal.22 
Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku 
jarimah yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk 
terhadap masyarakat. Dengan diasingkannya pelaku, mereka akan 
terhindar dari pengaruh tersebut. Dalam hal ini sepertinya 
hukuman mengangsingkan narapidana ke Pulau Nusa Kambangan 
sudah memenuhi syarat, mengingat Indonesia adalah negara 
kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Dengan demikian 
hukuman ini sangat efektif apabila dilaksanakan dengan 
memanfaatkan pulau-pulai kecil tersebut. Disamping itu hukuman 
ini juga harus didukung dengan pengawasan ketat agar narapidana 
tidak dapat melarikan diri.
23
 
3) Hukuman ta’zi>r yang berkaitan dengan harta. 
Hukuman ta’zi>r dengan mengambil harta bukan berarti mengambil 
harta pelaku untuk diri hakim atau kas negara, melainkan hanya 
menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat 
diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut 
untuk kepentingan yang mengandung maslahat. 
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Imam Ibnu Taimiyyah membagi hukuman ta’zi>r ini dibagi 
menjadi tiga bagian dengan memperhatikan atsar (pengaruhnya) 
terhadap harta, sebagai berikut:
24
 
a. Menghancurkannya (al-Ithla>f), yakni penghancuran harta berlaku 
untuk benda-benda yang bersifat mungkar. Contohnya 
menghancurkan tempat minum khamar. 
b. Mengubahnya (al-Taghyi>r), hukuman ta’zi>r berupa mengubah 
harta pelaku antara lain mengubah patung yang disembah oleh 
muslim dengan cara memotong kepalanya sehingga mirip pohon 
atau vas bunga.  
c. Memilikinya (al-Tamli>k), yakni disebut juga dengan hukuman 
denda, berupa pemilikan harta pelaku, antara lain keputusan 
khalifah Umar yang melipat gandakan denda bagi orang yang 
menggelapkan barang temuan. 
Hukuman denda dapat dijatuhkan bagi orang yang 
menyembunyikan, menghilangkan, dan merusak barang milik 
orang lain dengan sengaja. Terdapat dua macam hukuman denda, 
yaitu denda yang telah dipastikan kesempurnaannya yakni denda 
yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan 
hak Allah, dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya 
adalah denda yang ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim yang 
disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. 
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4) Hukuman Ta’zi>r Lainnya. 
Disamping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat 
hukuman ta’zi>r yang lain. Hukuman tersebut adalah:26 
a. Peringatan keras 
Peringatan keras dapat dilakukan diluar sidang pengadilan 
dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang 
menyampaikannya kepada pelaku. Peringatan keras macam ini 
dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika 
pelaku dipanggil ke hadapan sidang pengadilan. Hal itu dilakukan 
oleh karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan 
oleh pelaku tidak terlalu berbahaya. 
b. Dihadirkan di hadapan sidang 
Apabila pelaku membandel atau perbuatannya cukup 
membahayakan maka pelaku dapat dipanggil kehadapan sidang 
untuk diberi peringatan langsung oleh hakim. Bagi orang tertentu 
sudah cukup merupakan hukuman yang efektif, karena sebagian 
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c. Hukuman Ancaman (tahdi>d) 
Hukuman ancaman (tahdi>d) antara lain dengan ancaman 
apabila terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, 
dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat. Hukuman 
ancaman dapat dijatuhkan apabila hukuman ini cukup dapat 
mencegah, memperbaiki, serta mengajari si terpidana. Dalam 
hukum konvensional, memandang bahwa hakim menjatuhkan 
hukuman ancaman ini dan menunda pelaksanaannya sampai waktu 
tertentu. Apabila terpidana kembali mengulangi perbuatannya, 




Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir 
mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah 
mengingatkan pelaku apabila ia lupa, dan mengajarinya apabila ia 
tidak mengerti. Hukuman ini diterapkan untuk pelaku pemula 




e. Celaan (Taubi>kh) 
Khalifah Umar ibn Khattab pernah menjatuhkan hukuman 
celaan ini kepada orang yang memakai pakaian sutra asli. Sambil 
berpaling dan wajahnya berubah Umar mengatakan ‚lepaskan 
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pakaian ahli neraka itu!‛ Sikap Umar yang memalingkan mukanya 
itu merupakan ta’zi>r (pelajaran) kepada mereka, sekaligus 




Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan 
terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, 
yaitu Ka’ab bin Malik, Mirarah bin Rubi’ah, dan Hilal bin 




g. Pemecatan (al-‘Azl) 
Pengertian pemecatan adalah melarang seseorang dari 
pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan 
yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya 
itu. Hukuman ini diterapkan terhadap pegawai yang melakukan 
jari>mah, baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun dengan 
hal-hal lainnya, seperti pegawai yang melakukan korupsi.
31
 
h. Pengumuman kesalahan secara terbuka (at-Tasyi>r) 
Dasar hukum hukuman ini adalah tindakan Khalifah Umar 
terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid 
lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat 
bahwa ia adalah seorang saksi palsu. 
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Pada masa dahulu, penerapan hukuman ini dilakukan 
dengan cara mengumumkan perbuatan terpidana di tempat umum, 
seperti pasar dan tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan pada 
masa sekarang, hukuman ini dapat dilakukan dengan cara 
mengumumkannya di surat kabar atau menempelkan pengumuman 





B. Narkoba dalam Islam 
1. Pengertian  
Pada masa Rasulullah SAW zat yang berbahaya yang paling 
populer memang baru minuman keras (khamar). Khamar berasal dari 
perasan buah yang diragikan. Khamar dapat mengganggu kejernihan akal, 
menganggu daya tanggap manusia, membuat mabuk, dan lupa diri.  
Secara etimologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa arab 
dengan kata ‚al-mukhadira’tu‛ yang berasal dari kata ‚khaddara–
yukhaddiru–takhdi>run‛ yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak 
sadar, menutup, gelap, atau mabuk. Sementara itu secara terminologis 
narkoba adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan 
akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila.
33
 
Sedangkan menurut Undang-ndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal 
dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, 
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yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 




Narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu narkotika 
golongan I,narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.  Jenis dari 
narkotika golongan I sangat banyak, salah satunya yaitu metamfetamina. 
Sabu-sabu atau metamfetamina, berbentuk kristal seperti gula, biasanya 
berwarna putih, dan dikonsumsi dengan cara membakarnya diatas 
aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu kearah ujung yang lain. 
Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah bong (sejenis 
pipa yang di dalamnya berisi air) dimana air bong  tersebut berfungsi 
sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut.
35
 




a. Paranoid atau merasa takut secara berlebihan. 
b. Gelisah dan tidak bisa diam 
c. Fungsi hati terganggu. 
d. Jika digunakan dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan 
fungsi otak bahkan bisa berakhir dengan kegilaan. 
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2. Status Hukum Narkoba 
Semua agama yang ada sepakat dalam hal menjaga dan 
melindungi lima perkara pokok, yaitu agama, akal, jiwa, nasab atau 
kehormatan, dan harta. Agama-agama yang memiliki sumber dari tuhan 
mengarahkan untuk menggapai yang terbaik berupa perkataan, amal 
perbuatan, etika dan moral. 
Status hukum narkoba dalam konteks fiqih memang tidak 
disebutkan secara langsung, baik dalam al-Qur’an dan sunnah, karena 
belum dikenal pada masa Nabi SAW al-Qur’an hanya berbicara tentang 
pengharaman khamar. Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa 
menyalahgunakan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan 
rohani umat manusia. Oleh karena itu menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad 
al-Hasary jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunaan 
narkoba dalam al-Qur’an dan sunnah maka para ulama mujtahid 
menyelesaikannya dengan pendekatan qiyas.37 
Ibnu Taimiyah mengatakan setiap yang bisa menghilangkan 
kesadaran akal itu adalah haram, meskipun tidak sampai memberi efek 
sebuah kondisi ‚fly‛. Ibnu Taimiyah juga mengatakan hasyi>sy (ganja, 
merijuana) adalah  haram dan orang yang mengonsumsinya dikenai 
hukuman had sama seperti orang meminum minuman keras. Bahkan 
hasyi>sy lebih buruk dari minuman keras, berdasarkan pertimbangan 
bahwa hasyi>sy merusak akal dan tabiat, hingga membuat seorang laki-laki 
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Oleh karena itu bisnis narkoba dan obat-obatan terlarang baik 
membeli, menjual, menyelundupkan, mengedarkan dan memasarkan 
adalah haram, sama seperti mengonsumsi itu sendiri. Karena wasilah 
manurut syariat, hukumnya mengikuti hukum maksud dan tujuan dari 
wasilah tersebut. Menutup setiap celah yang bisa menjadi pintu masuk 
kepada perkara yang diharamkan adalah sebuah kewajiban dan keharusan 
semaksimal mungkin.
39
 Hal ini sesuai dengan kaidah:
40
 
ْهبًجْاىكْ ىويهىػفًًْوب َّْلاًْإْ يبًجْاىوٍلاُّْمًتييىلاْاىم 
‚ Perintah wajib tidak akan sempurna kecuali dengannya (perbuatan lain 
yang mubah) maka hal itu menjadi wajib pula‛. 
 
Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana narkotika sudah 
diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Tujuan diundangkannya Undang-ndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika menurut Pasal 4 adalah:
41
 
a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan 
kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari 
penyalahgunaan narkotika; 
c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika; 
d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan  sosial bagi 
penyalahguna dan pecandu narkotika. 
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3. Sanksi Jari>mah Narkoba 
Bertolak dari efek khamar yang menimbulkan mudharat 
(kejelekan, kerugian) sebagaimana diungkap al-Qur’an, maka banyak 
ulama yang menganalogikan bahan-bahan psikoaktif (narkoba) dengan 
khamar.42 Termasuk juga dalam hal larangannya, sebagaimana firman 
Allah dalam al- Qur’an surat al-Ma’idah ayat 90, yaitu:43 
ًْْنطٍيَّشلاًْلىمىعٍْنٌمْ هسًٍجرْـي ىلاٍزىلاٍاْ ىكْ يباىصٍنىلاٍاْ ىكْ يرًسٍيىلدٍاْ ىكْ يرٍمىلخٍاْاىَّنًَّاْآٍويػنىماْ ىنٍيًذَّلاْا ىهُّػيىيا
ْىفٍويحًلٍفيػتٍْميكَّلىعىلْيهٍويػبًنىتٍجاىف 
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman 
keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib 
dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk 
perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar 
kamu beruntung. (al- Ma’idah: 90) 
 
Di dalam al-Qur’an juga tidak menegaskan hukuman yang jelas 
bagi pelaku jari>mah narkotika, namun karena memiliki dampak buruk 
yang sangat besar bagi individu, masyarakat, hingga dapat merusak 
negara , maka sudah sewajarnya bila terhadap pengedar dan pembelinya 
dihukum yang berat. 
Ulama berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku jari>mah 
narkoba jika dilihat menurut hukum pidana Islam. Ibnu Taimiyah 
menegaskan bahwa hukuman had menegakkan minuman keras juga 
dikenakan terhadap orang yang mabuk karena mengonsumsi hasyi>sy 
karena menimbulkan daya tarik dan efek ketagihan.
44
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Ulama Syafi’iyah berpendapat opium dan yang lainnya apabila 
dilarutkan memiliki sifat keras dan mengeluarkan buih, maka hukumnya 
disamakan dengan khamar dalam hal kenajisannya dan sanksi hukuman 
had bagi konsumennya. 
Fuqaha sepakat bahwa pengonsumsi narkoba tanpa ada uzur dan 
alasan yang dibenarkan seperti untuk kepentingan pengobatan medis, 
maka ia dikenai sanksi hukuman ta῾zi>r. Hukuman ta῾zi>r tersebut bisa 
dengan kecaman, dipukul, dipenjara, dipublikasikan, dikenai sanksi denda 
dan bentuk-bentuk hukuman ta῾zi>r lainnya sesuai dengan kebijakan hakim 
yang menurutnya bisa memberi efek jera baik bagi pelaku dan orang lain 
supaya tidak berani melakukan kejahatan dan kemungkaran. 
Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah memperbolehkan hukuman ta’zi>r 
itu sampai berupa hukuman bunuh. Mereka menyebutnya dengan istilah 
hukuman bunuh sebagai bentuk kebijakan yang pas dan tepat. Artinya 
jika memang hakim melihat adanya kemaslahatan didalamnya dan jenis 
kejahatan yang dilakukan memang ancaman hukumannya adalah 
hukuman bunuh, seperti si pelaku berulang kali melakukannya atau 
mencandu minuman keras dan narkoba.
45
 
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan bahwa sanksi 
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a. Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjual, pengedar, dan 
penyelundup bahan-bahan narkoba, jika perlu hukuman mati. 
b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi 
produsen atau pengedar narkoba. 
c. Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan 
narkoba. 
Sedangkan ketentuan pidana mengenai tindak pidana membeli 
narkotika dalam hukum pidana Indonesia sudah diatur dalam pasal 114 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
47
 
(3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar);  
(4) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau 
menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 
melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman 
beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana 
penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 
(sepertiga). 
 
4. Macam-macam Narkotika 
Zat/obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-
undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi 3 
(tiga) golongan, yaitu sebagai berikut: 
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a. Narkotika Golongan I 
Narkotika golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat 
digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak 
digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi 
mengakibatkan ketergantungan,
48
 yang menurut lampiran Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari:
49
 
1) Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagian-bagiannya 
termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya; 
2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari 
buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami 
pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa 
memperhatikan kadar morfinnya; 
3)  Opium masak terdiri dari : 
a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 
rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan 
dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, 
dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang 
cocok untuk pemadatan; 
b) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa 
memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau 
bahan lain; 
c) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing; 
4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari 
keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya; 
5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam 
bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari 
keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara 
langsung atau melalui perubahan kimia; 
6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka 
yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 
7) Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina; 
8) Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua 
bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan 
tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja 
dan hasis; 
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9) Tetrahydrocannabinol, dan semua isomer serta semua bentuk 
stereo kimianya; 
10) Delta 9 tetrahydrocannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya; 
11) Asetorfina  : 3-0-acetiltetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-
6, 14-endoeteno-oripavina; 
12) Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil] 
asetanilida; 
13) Alfa-metilfentanil : N-[1 (α-metilfenetil)-4-piperidil] 
propionanilida; 
14) Alfa-metiltiofentanil : N-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] 
priopionanilida; 
15) Beta-hidroksifentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] 
propionanilida; 
16) Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-
metil-4 piperidil] propio-nanilida; 
17) Desmorfina : Dihidrodeoksimorfina; 
18)  Etorfina : tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-
endoeteno-oripavina; 
19) Heroina : Diacetilmorfina; 
20) Ketobemidona : 4-meta-hidroksifenil-1-metil-
4propionilpiperidina; 
21) 3-metilfentanil : N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida; 
22) 3-metiltiofentanil : N-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] 
propionanilida; 
23) MPPP : 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester); 
24) Para-fluorofentanil : 4‘-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) 
propionanilida; 
25) PEPAP : 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester); 
26) Tiofentanil : N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida; 
27) BROLAMFETAMINA, nama lain : (±)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α 
–metilfenetilamina DOB; 
28) DET : 3-[2-( dietilamino )etil] indol; 
29) DMA : ( + )-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina; 
30) DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-
6H-dibenzo[b, d]piran-1-ol; 
31) DMT : 3-[2-( dimetilamino )etil] indol; 
32) DOET : (±)-4-etil-2,5-dimetoksi- α –metilfenetilamina; 
33) ETISIKLIDINA, nama lain PCE : N-etil-1-fenilsikloheksilamina; 
34) ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole; 
35) KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon; 
36) ( + )-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-N, N-dietil-6-
metilergolina-8 β – LSD, LSD-25 karboksamida; 
37) MDMA : (±)-N, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina; 
38) Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina; 
39) METKATINONA : 2-(metilamino )-1- fenilpropan-1-on; 

































40) 4- metilaminoreks : (±)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-
oksazolina; 
41) MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina; 
42) N-etil MDA : (±)-N-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin; 
43) N-hidroksi MDA : (±)-N-[ α -metil-3,4- 
(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina; 
44) Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-
dibenzo [b,d] piran-1-ol; 
45) PMA : p-metoksi- α –metilfenetilamina; 
46) psilosina, psilotsin : 3-[2-( dimetilamino )etil]indol-4-ol; 
47) PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen 
fosfat; 
48) ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-( 1- fenilsikloheksil)pirolidina 
PHP,PCPY; 
49) STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina; 
50) TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-
(metilendioksi)fenetilamina MDA; 
51) TENOSIKLIDINA, nama lain : 1- [1-(2-tienil) 
sikloheksil]piperidina TCP; 
52) TMA : (±)-3,4,5-trimetoksi- α –metilfenetilamina; 
53) AMFETAMINA : (±)- α –metilfenetilamina; 
54) DEKSAMFETAMINA : ( + )- α –metilfenetilamina; 
55) FENETILINA : 7-[2-[( α -metilfenetil)amino]etil]teofilina; 
56) FENMETRAZINA : 3- metil- 2 fenilmorfolin; 
57) FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-( 1- 
fenilsikloheksil)piperidina; 
58) LEVAMFETAMINA, nama lain : (- )-(R)- α –metilfenetilamina 
levamfetamina; 
59) Levometamfetamina : ( -)- N, α –dimetilfenetilamina; 
60) MEKLOKUALON : 3-( o-klorofenil)- 2-metil-4(3H)- 
kuinazolinon; 
61) METAMFETAMINA : (+ )-(S)-N, α –dimetilfenetilamina; 
62) METAKUALON : 2- metil- 3-o-to lil-4(3H)- kuinazolinon; 
63) ZIPEPPROL : α - ( α metoksibenzil)-4-( β-metoksifenetil )-1- 
piperazinetano; 
64) Opium Obat; 
65) Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan 
narkotika. 
 
b. Narkotika Golongan II 
Narkotika golongan II adalah narkotika ang berkhasiat 
pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan 

































dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan 
serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan,
50
 




1) Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-
difenilheptana; 
2) Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-
propionoksipiperidina; 
3) Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol; 
4) Alfaprodina : alfa-l, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina; 
5) Alfentanil : N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-l H-tetrazol-1-
il)etil]-4-(metoksimetil)-4-pipe ridinil]-N-fenilpropanamida; 
6) Allilprodina : 3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina 
7) Anileridina : Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-
karboksilat etil ester; 
8) Asetilmetadol : 3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana 
9) Benzetidin : asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-
karboksilat etil ester; 
10) Benzilmorfina : 3-benzilmorfina; 
11) Betameprodina : beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipipe 
ridina; 
12) Betametadol : beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3–heptanol; 
13) Betaprodina : beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipipe ridina; 
14) Betasetilmetadol : beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-
difenilheptana; 
15) Bezitramida : 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-
1-benzimidazolinil)-piperidina; 
16) Dekstromoramida : (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-
pirolidinil)butil]-morfolina; 
17) Diampromida : N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida; 
18) Dietiltiambutena : 3-dietilamino-1,1-di(2’-tienil)-1-butena; 
19) Difenoksilat : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4fenilpiperidina-
4-karboksilat etil ester; 
20) Difenoksin : asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-
fenilisonipekotik; 
21) Dihidromorfina; 
22) Dimefheptanol : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol; 
23) Dimenoksadol : 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat; 
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24) Dimetiltiambutena : 3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butena; 
25) Dioksafetil butirat : etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat; 
26) Dipipanona : 4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona; 
27) Drotebanol : 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6ß,14-diol; 
28) Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan 
ekgonina dan kokaina; 
29) Etilmetiltiambutena : 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-
butena; 
30) Etokseridina : asam1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4fenilpiperidina-
4-karboksilat etil ester; 
31) Etonitazena : 1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-
5nitrobenzimedazol; 
32) Furetidina : asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)4 fenilpiperidina-
4-karboksilat etil ester); 
33) Hidrokodona : dihidrokodeinona; 
34) Hidroksipetidina : asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-
karboksilat etil ester; 
35) Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina; 
36) Hidromorfona : dihidrimorfinona; 
37) Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona; 
38) Fenadoksona : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona; 
39) Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida; 
40) Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan; 
41) Fenomorfan : 3-hidroksi-N–fenetilmorfinan; 
42) Fenoperidina : asam1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidina-
4-karboksilat Etil ester; 
43) Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina; 
44) Klonitazena : 2-para-klorbenzil-1-dietilaminoetil-5-
nitrobenzimidazol; 
45) Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima; 
46) Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan; 
47) Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-
(1pirolidinil)butil] morfolina; 
48)  Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan; 
49) Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan; 
50) Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona; 
51) Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-
difenilbutana; 
52) Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan; 
53) Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina; 
54) Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina; 
55) Metopon : 5-metildihidromorfinona; 
56) Mirofina : Miristilbenzilmorfina; 
57) Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1, 
1difenilpropana karboksilat; 

































58) Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-
karboksilat etil ester; 
59) Morfina-N-oksida; 
60) Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent 
lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya 
kodeina-N-oksida; 
61) Morfina; 
62) Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina; 
63) Norasimetadol : (±)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4-
difenilheptana; 
64) Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan; 
65) Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona; 
66) Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina; 
67) Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona; 
68) Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona; 
69) Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona; 
70) Petidina intermediat A : 4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina; 
71) Petidina intermediat B : asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil 
ester; 
72) Petidina intermediat C : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-
karboksilat; 
73) Petidina : Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester; 
74) Piminodina : asam 4-fenil-1-( 3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-
karboksilat etil ester; 
75) Piritramida : asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino)-
piperdina-4-Karbosilat armida; 
76) Proheptasina : 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksiazasikloheptana; 
77) Properidina : asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat 
isopropil ester; 
78) Rasemetorfan : (±)-3-metoksi-N-metilmorfinan; 
79) Rasemoramida : (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-
pirolidinil)-butil]-morfolina; 
80) Rasemorfan : (±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan; 
81) Sufentanil : N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil] 
propionanilida; 
82) Tebaina; 
83) Tebakon : asetildihidrokodeinona; 
84) Tilidina : (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-sikloheksena-1-
karboksilat; 
85) Trimeperidina : 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina; 






































c. Narkotika Golongan III 
Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat 
pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan seta mempunyai potensi ringan 
mengakibatkan ketergantungan,
52
 yang menurut lampiran Undang-




2) Dekstropropoksifena : α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-
butanol propionat; 
3) Dihidrokodeina; 
4) Etilmorfina : 3-etil morfina; 
5) Kodeina : 3-metil morfina; 
6) Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina; 
7) Nikokodina : 6-nikotinilkodeina; 
8) Norkodeina : N-demetilkodeina; 
9) Polkodina : Morfoliniletilmorfina; 
10) Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida; 
11) Buprenorfina : 21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2-
trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina; 
12) Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas; 
13) Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan 
narkotika; 
14) Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan 
narkotika. 
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PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR: 
114/PID.SUS/2017/PN.DMK TENTANG TINDAK PIDANA MEMBELI 
NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS METAMFETAMINA 
 
 
A. Profil Pengadilan Negeri Demak 
Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B merupakan peradilan dibawah 
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan di Kabupaten Demak berdasarkan Pancasila, dengan 
tugas pokok dan kewenangan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta 
menyelesaikan setiap perkara perdata maupun pidana yang diajukan 
kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan 
perundang‐undangan yang berlaku. Pengadilan Negeri Demak terletak di Jl. 
Sultan Trenggono Nomor 27, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
1
 
Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 
a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, 
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan 
pengadilan dalam tingkat pertama. 
b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan 
petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, 
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 Mahkamah Agung Republik Indonesia, ‚Pengadilan Negeri Demak‛, http://pn-
demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-2, diakses pada 29 
Desember 2018. 

































baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun 
administrasi perencanaan/teknologi informasi, umum/perlengkapan, 
keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. 
c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 
pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera 
pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di bawah jajarannya agar 
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap 
pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. 
d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang 
hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. 
e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan 
(teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/teknologi 
informasi/pelaporan, kepegawaian/organisasi/tata laksana, dan 
keuangan/umum/perlengakapan). 
f. Fungsi lainnya, antara lain melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, 
pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang 
seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi 
informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah 
Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan 
Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua 
Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang 
Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 

































Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan 
tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B. Visi 
Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mengacu pada visi Mahkamah Agung RI 
adalah ‚Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung‛.2 
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi 
yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan 
baik. Misi Pengadilan Negeri Demak Kelas 1 B mengacu pada misi 
Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :
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1) Menjaga kemandirian badan peradilan; 
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan 
 
 
B. Deskripsi Kasus 
1. Kronologi Kasus 
Untuk melengkapi data dalam pembahasan masalah yang penulis 
teliti, maka perlu dipaparkan kasus tindak pidana membeli narkotika 
golongan I jenis metafetamina yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan 
Demak dengan deskripsi sebagai berikut: 
Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa Suyoto alias Gizik bin 
Suratman, laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Demak pada 
tanggal 25 Oktober 1986. Terdakwa tinggal di Desa Sumberejo RT.04 






































RW.04 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, beragama Islam dan 
sehari-harinya bekerja sebagai swasta.
4
 
Dalam perkara ini terdakwa dituntut oleh jaksa penuntut umum 
pada tanggal 25 Juli 2017 agar dinyatakan bersalah telah melakukan 
tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 
2009 tentang narkotika dan dituntut untuk dijatuhi pidana selama 5 
(lima) tahun  dan denda sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus juta rupiah), 
subsidair 1 (satu) bulan penjara. 




- 1 bungkus plastik narkotika jenis shabu 
- 1 bungkus plastic klip kosong 
- 1 unit HP merk Nokia 
- 1 buah alat hisap shabu atau Bong 
- 1 buah korek api 
- 1 buah timbangan digital 
- 1 pak plastik klip baru 
- 1 pak sedotan 
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pada 20 September 2018, 1. 
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Berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum, terdakwa 
melakukan tindak pidana ini berawal dari terdakwa Suyoto alias Gizik bin 
Suratman pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 15.15 WIB 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 
bertempat di Bengkel yang terletak di Desa Kangkung Kecamatan 
Mranggen Kabupaten Demak, atau   setidak-tidaknya di tempat lain yang 
masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, tanpa hak atau 
melawan hukum membeli narkotika golongan I. Tindak pidana tersebut 
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:
6
 
Berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 01.00 
WIB terdakwa memesan narkotika jenis Shabu kepada Bacin (DPO) 
melalui handphone dan sekitar jam 04.00 WIB Bacin datang ke rumah 
terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) bungkus 
masing masing 1 (satu) gram, namun terdakwa belum membayarnya, 
kemudian terdakwa ambil 1/2 (setengah) gram untuk terdakwa gunakan 
bersama Bacin dan Kabib (DPO), lalu sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa 
memberikan 1 (satu) bungkus plastic shabu sekitar 1 (satu) gram kepada 
Muhammad Rozaq alias Gembul (berkas terpisah) untuk dijual karena 
sebelumnya telah memesan kepada terdakwa, sedangkan sisanya dari 
yang terdakwa gunakan masih tersisa sedikit, akan terdakwa jual kepada 
saudara Aldo, akan tetapi belum sempat terdakwa bertemu dengan Aldo, 
datanglah petugas dari kepolisian dan menangkap terdakwa bersama 
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dengan barang bukti untuk dibawa ke kantor polisi dan diproses lebih 
lanjut. 
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai 
dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 
tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk membuktikan dakwaaanya, jaksa 
penuntut umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah 
menurut hukum agamanya masing-masing yang telah memberikan 
keterangan pada pokoknya  sebagai berikut: 
1. Jatu Sulistya, SH Bin Suhadi (polisi):7 
Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan tindakan 
penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 10 April 2017 
sekitar jam 15.15 WIB di bengkel yang terletak di Desa Kangkung 
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Saksi mengetahui kalau 
terdakwa meyalahgunakan narkotika karena mendapat informasi dari 
masyarakat yang menyatakan akan terjadi transaksi narkotika didalam 
bengkel tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan dan interogasi serta 
penggeledahan saku celana depan bagian kiri, ditemukan 1 (satu) 
bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) 
bungkus/paket narkotika jenis shabu, kemudian barang bukti tersebut 
dibawa ke kantor Polres Demak guna dilakukan pemeriksaan. 
Narkotika tersebut diakui milik terdakwa sendiri yang didapat 
dengan cara membeli dengan harga per 1 (satu) gramnya Rp. 
                                                             
7
 Ibid., 5-6. 

































1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dari temannya yang bernama 
Bacin. Rencananya narkotika tersebut akan dijual lagi  oleh terdakwa 
kepada saudara Aldo dengan cara dimasukkan ke dalam bungkus 
rokok selanjutnya dimasukkan ke dalam saku celana. Terdakwa 
memesan narkotika kepada saudara Bacin baru 1 (satu) kali, namun 
dahulu terdakwa sudah sebagai pemakai narkotika. 
Saksi tidak mengetahui terdakwa akan menjual dengan harga 
berapa narkotika ke saudara Aldo. Setahu saksi, pekerjaan terdakwa 
serabutan dan tidak ada hubungannya dengan narkotika. Saksi juga 
menemukan barang bukti lain yaitu sedotan yang ditemukan di rumah 
terdakwa dan juga handphone yang digunakan terdakwa untuk 
menghubungi pembeli. 
2. Wahyu Puji Atuti binti Suhirman (polisi):8 
Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan 
karena terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 15.15 WIB di 
bengkel yang terletak di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen 
Kabupaten Demak. Berawal dari informasi dari masyarakat yang 
menyatakan akan terjadi transaksi narkotika didalam bengkel 
tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan dan interogasi serta 
penggeledahan saku celana depan bagian kiri, ditemukan 1 (satu) 
bungkus rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) 
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bungkus/paket narkotika jenis shabu, kemudian barang bukti tersebut 
dibawa ke kantor Polres Demak guna dilakukan pemeriksaan. 
Narkotika tersebut diakui milik terdakwa sendiri yang didapat 
dengan cara membeli dari temannya yang bernama Bacin dengan 
harga per 1 (satu) gramnya Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu 
rupiah). Rencananya narkotika tersebut akan dijual lagi  oleh 
terdakwa kepada saudara Aldo dengan cara dimasukkan ke dalam 
bungkus rokok selanjutnya dimasukkan ke dalam saku celana. 
3. Muhammad Rozaq bin Sulaiman (pemesan narkotika):9 
Saksi menerangkan bahwa Saksi juga tertangkap pihak 
kepolisian terkait pernyalagunaan narkotika. Setahu saksi terdakwa 
melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika dan ditangkap pada 
hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 15.15 WIB di bengkel 
yang terletak di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen Kabupaten 
Demak. Barang bukti yang ditemukan pihak kepolisin saat terdakwa 
ditangkap diantaranya 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild yang 
didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket narkotika jenis shabu, 
dan 1 (satu) unit handphone nokia warna merah serta sedotan yang 
ditemukan dirumah terdakwa. 
Narkotika tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dari 
temannya yang bernama Bacin dengan harga per 1 (satu) gramnya Rp. 
1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Rencananya narkotika 
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tersebut akan dijual lagi  oleh terdakwa kepada saudara Aldo dengan 
cara dimasukkan ke dalam bungkus rokok selanjutnya dimasukkan ke 
dalam saku celana. Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan narkotika 
kepada saudara Bacin. 
Selain dari keterangan para saksi, perlu untuk mendengar 
keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
10
 
Berawal pada senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 01.00 WIB 
terdakwa memesan narkotika jenis shabu kepada Bacin (DPO) melalui 
handphone dan sekitar jam 04.00 WIB Bacin datang ke rumah terdakwa 
mengantarkan nerkotika jenis shabu sejumlah 2 (dua) bungkus masing-
masing 1 (satu) gram, namun terdakwa belum membayarnya, kemudian 
terdakwa ambil ½ (setengah) gram untuk terdakwa gunakan bersama 
Bacin dan Kabib (DPO), lalu sekitar jam 10.00 WIB terdakwa 
memberikan 1 (satu) bungkus plastik shabu sekitar 1 (satu) gram kepada 
Muhammad Rozaq Alias Gembul untuk dijual karena sebelumnya telah 
memesan kepada terdakwa, sedangkan sisanya dari yang terdakwa 
gunakan masih sedikit akan terdakwa jual kepada Aldo, akan tetapi belum 
sempat terdakwa bertemu dengan Aldo, datanglah petugas dari kepolisian 
dan menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti untuk dibawa ke 
kantor polisi dan diproses lebih lanjut. 
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Terdakwa tidak  mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk 
menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 
serbuk kristal. 
2. Pertimbangan Hukum Hakim 
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan 
terdakwa, dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam 
persidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan jaksa 
penuntut umum yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu 
dakwaan alternatif pertama pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1) Setiap orang 
Setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak 
dan kewajiban menurut hukum. Dari berita acara penyidikan yang hal 
ini erat kaitannya dengan surat dakwaan penuntut umum sebagaimana 
terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan 
dipersidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian 
dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ternyata 
keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari 
tindak pidana dalam perkara ini adalah orang bernama Suyoto alias 
Gizik bin Suratmin dengan identitas sebagaimana tersebut dan 
terdakwa membenarkan identitasnya sehingga terdakwa adalah 
sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak 
pidana sesuai apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan 

































tidak terjadi error in persona. Berdasarkan pertimbangan tersebut 
majelis hakim berkeyakinan unsur ‚setiap orang‛ telah terpenuhi.11 
2) Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan nerkotika golongan I 
Pengertian tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 
beli, menukar, atau menyerahkan nerkotika golongan I adalah 
pengertian dalam bentuk alternatif, artinya salah satu perbuatan saja 
sudah cukup membuktikan adanya kesalahan dari terdakwa. 
Dalam ilmu hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini 
berhubungan dengan istilah ‚wederrechtelijk‛. Menurut P.A.F. 
Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", 
menyatakan wederrechtelijk meliputi pengertian-pengertian: 
- bertentangan dengan hukum objektif, atau 
- bertentangan dengan hak orang lain, atau 
- tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau 
- tanpa kewenangan. 
Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 
35 tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang 
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya 
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rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 
menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-
undang Nomor 35 tahun 2009, narkotika golongan I hanya dapat 
digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta 
reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas 
rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rincian 
narkotika golongan I tercantum dalam lampiran Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diantaranya nomor urut 61 
metamfetamina: (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa 
pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 15.15 WIB di 
bengkel yang terletak di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen 
Kabupaten Demak terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres 
Demak karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu. Saat 
penangkapan didapat diantaranya 1 (satu) bungkus rokok sampoerna 
mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik  klip kecil 
berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit 
handphone nokia warna merah. 
Terdakwa mendapat narkotika tersebut dari temannya yang 
bernama Bacin dengan cara membeli seharga per 1 (satu) gramnya Rp. 
1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan dijual lagi  oleh 

































terdakwa kepada saudara Aldo tetapi belum bertemu dengan saudara 
Aldo terdakwa sudah ditangkap dulu. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis 
hakim berpendapat unsur ‚tanpa hak atau melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan nerkotika 
golongan I‛ telah terpenuhi. 
Oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama jaksa penuntut 
umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga 
terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 




Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, majelis hakim 
tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf 
maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri 
terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek 
hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut 
hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah 
dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. 
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Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri 
terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang 
memberatkan maupun yang meringankan, yaitu :
13
 
1) Keadaan yang memberatkan 
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah 
saat ini yang sedang giat-giatnya memerangi/memberantas 
penyalahgunaan narkotika golongan I terutama jenis shabu-shabu, 
selain itu perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat. 
2) Keadaan yang meringankan 
Dalam perkara ini terdakwa mengakui terus terang 
perbuatannya. Di dalam persidangan terdakwa juga berlaku sopan. 
Saat persidangan juga terungkap bahwa terdakwa belum pernah 
dihukum sebelumnya. 
Dalam acara persidangan pledoi, terdakwa memberikan pembelaan 
tertulisberisi penyesalan, permohonan maaf serta meminta agar diberi 




Yang terhormat ibu hakim yang mulia 
Yang terhormat bapak/ibu hakim anggota 
Yang terhormat bapak/ibu panitera 
Yang terhormat ibu jaksa penuntut umum 
Assalamu’alaikum wr.wb 
Pertama-tama saya ucapkan terimakasih atas waktu yang 
diberikan kepada saya untuk pledoi atas perkara yang saya hadapi ini. 
Yang terhormat ibu hakim yang mulia, 
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Berikut ini saya akan menyampaikan pembelaan/pledoi, atas 
perkara yang saya hadapi saat ini: 
Pertama, saya menyesal sekali dan saya berjanji tidak akan pernah 
mengulangi lagi, dan cukup hanya saya saja yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkoba. Kedua, saya selaku kepala rumah tangga minta 
maaf kepada istri dan kedua anak saya, karena perbuatan saya ini telah 
membuat istri dan kedua anak saya jauh dari saya, dan tak lupa saya 
minta maaf kepada kedua orang tua saya karena telah membuat malu 
keluarga dan tidak bisa menjadi anak yang dibanggakan keluarga. Ketiga, 
saya sebagai warga negara Indonesia minta maaf kepada pemerintah 
Indonesia karena telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba. 
Demikian pembelaan yang saya buat, saya berharap ibu hakim 
yang mulia bisa mempertimbangkan kembali atas tuntutan yang 
dijatuhkan kepada saya, dan saya mohon maaf apabila dalam tulisan ini 
ada kata-kata yang kurang berkenan dihati yang mulia. Terimakasih. 
Wassalamu’alaikum wr. wb. 
 
3. Amar Putusan 
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa adanya 
alat bukti di persidangan, maka majelis hakim yang dipimpin oleh Dr. 
Nenny Yulianny, S.H. M.Kn sebagai hakim ketua majelis, Novita Arie 
D.R.N, S.H, Sp.Not dan Roisul Ulum, SH masing-masing selaku hakim 
anggota, dengan memperhatikan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan Perundang-
undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka amar putusan 
hakim Pengadilan Negeri Demak Nomor 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk 
adalah sebagai berikut :
15
 
1. Menyatakan terdakwa Suyoto alias Gizik bin Suratman terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‚tanpa 
hak membeli narkotika golongan I‛. 
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 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. ‚Putusan Pengadilan. . ., 13-14. 

































2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 
(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut 
tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 
(satu) bulan. 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 
5. Menetapkan barang bukti berupa: 
a. 1 bungkus plastik narkotika jenis shabu 
b. 1 bungkus plastik klip kosong 
c. 1 unit HP merk Nokia 
d. 1 buah alat hisap shabu atau bong 
e. 1 buah korek api 
f. 1 buah timbangan digital 
g. 1 pak plastik klip baru 
h. 1 pak sedotan 
dirampas untuk dimusnahkan. 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 





































TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK 
PIDANA MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS 




A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sanksi Tindak Pidana 
Membeli Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina (Studi Putusan Nomor: 
114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk) 
 
Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 
amandemen  ke-4 disebutkan bahwa ‚Negara Indonesia adalah negara 
hukum.‛ Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa 
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). Hukum 
ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka jelaslah bahwa hukum 
merupakan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal 
peradilan pidana yang dilakukan dengan prosedur yang tertuang dalam 
peraturan perundang-undangan. 
Menurut Undang-ndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika, 
yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau 
bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan.
1
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Zat yang terkandung dalam narkoba bisa menghasilkan perasaan yang 
bisa/ego dengan mengubah  susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem 
limbus (bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan, 
dimana dalam limbus ini terdapat hipotalamus, yaitu pusat kenikmatan pada 
otak) yang disebut neuro-transmitter. Jika merasa cocok dan nikmat maka 
otak akan mengeluarkan neuro-transmitter yang menyampaikan pesan bahwa 
zat ini harus diteruskan kembali atau diulangi, inilah yang bernama 
kecanduan (addicted/addiction).2 
Menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim mempunyai 
indepedensi kekuasaan dalam memutus sebuah perkara.
3
 Dalam pasal 50 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 
dijelaskan bahwa ‚putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 
putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili‛.4 Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tugas hakim adalah 
menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari 
kewenangan mengadili dapat  diartikan menjadi dua pengertian yaitu 
‚menegakkan hukum‛ dan ‚memberikan keadilan‛.5 
Dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 
114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang tindak pidana membeli narkotika 
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 AR. Sujono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan. . ., 5. 
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 Dahlan Sinaga, Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara 
Hukum Pancasila, (Bandung: Nusa Media, 2015), 131. 
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 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
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golongan I jenis metamfetamina dengan terdakwa Suyoto alias Gizik bin 
Suratman, ada beberapa pertimbangan hakim yang dipaparkan untuk 
memutus perkara ini, yaitu: 
1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 114 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 
berbunyi ‚Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual 
beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dipidana dengan 
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 
sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar)‛ yang penjelasannya sebagai 
berikut: 
a. Setiap orang 
Setiap orang adalah subyek hukum yang padanya melekat hak 
dan kewajiban menurut hukum. Dari berita acara penyidikan yang hal 
ini erat kaitannya dengan surat dakwaan penuntut umum sebagaimana 
terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan 
dipersidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian 
dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ternyata 
keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari 
tindak pidana dalam perkara ini adalah orang bernama Suyoto alias 
Gizik bin Suratmin dengan identitas sebagaimana tersebut dan 

































terdakwa membenarkan identitasnya sehingga terdakwa adalah 
sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak 
pidana sesuai apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan 
tidak terjadi error in persona. Berdasarkan pertimbangan tersebut 
majelis hakim berkeyakinan unsur ‚setiap orang‛ telah terpenuhi.6 
b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan nerkotika golongan I 
Dalam ilmu hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini 
berhubungan dengan istilah ‚wederrechtelijk‛. Menurut P.A.F. 
Lamintang dalam bukunya ‚Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia‛, 
menyatakan wederrechtelijk meliputi pengertian-pengertian: 
- bertentangan dengan hukum objektif, atau 
- bertentangan dengan hak orang lain, atau 
- tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau 
- tanpa kewenangan. 
Saat penangkapan oleh petugas kepolisian ternyata terdakwa 
tidak  mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai 
atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk 
kristal. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa 
pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 15.15 WIB di 
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bengkel yang terletak di Desa Kangkung Kecamatan Mranggen 
Kabupaten Demak terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres 
Demak karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu. Saat 
penangkapan didapat diantaranya 1 (satu) bungkus rokok sampoerna 
mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik  klip kecil 
berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit 
handphone nokia warna merah. 
Terdakwa mendapat narkotika tersebut dari temannya yang 
bernama Bacin dengan cara membeli seharga per 1 (satu) gramnya Rp. 
1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan akan dijual lagi  oleh 
terdakwa kepada saudara Aldo tetapi belum bertemu dengan saudara 
Aldo terdakwa sudah ditangkap dulu. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis 
hakim berpendapat unsur ‚tanpa hak atau melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan nerkotika 
golongan I‛ telah terpenuhi. 
Oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pertama jaksa penuntut 
umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, sehingga 
terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
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Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, majelis hakim 
tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf 
maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri 
terdakwa, dan oleh karenanya terdakwa harus dipandang sebagai subyek 
hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut 
hukum pidana, sehingga atas kesalahan yang dilakukan haruslah 
dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. 
2. Keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa 
Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, majelis hakim 
terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun 
yang meringankan, yaitu :
8
 
a. Keadaan yang memberatkan 
Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah 
saat ini yang sedang giat-giatnya memerangi/memberantas 
penyalahgunaan narkotika golongan I terutama jenis shabu-shabu, 
selain itu perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat. 
b. Keadaan yang meringankan 
Dalam perkara ini terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. 
Didalam persidangan terdakwa juga berlaku sopan. Saat persidangan 
juga terungkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. 
Dalam acara persidangan pledoi, terdakwa memberikan pembelaan 
tertulisberisi penyesalan, permohonan maaf serta meminta agar diberi 
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Yang terhormat ibu hakim yang mulia 
Yang terhormat bapak/ibu hakim anggota 
Yang terhormat bapak/ibu panitera 
Yang terhormat ibu jaksa penuntut umum 
Assalamu’alaikum wr.wb 
Pertama-tama saya ucapkan terimakasih atas waktu yang 
diberikan kepada saya untuk pledoi atas perkara yang saya hadapi ini. 
Yang terhormat ibu hakim yang mulia, 
Berikut ini saya akan menyampaikan pembelaan/pledoi, atas 
perkara yang saya hadapi saat ini: 
Pertama, saya menyesal sekali dan saya berjanji tidak akan pernah 
mengulangi lagi, dan cukup hanya saya saja yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkoba. Kedua, saya selaku kepala rumah tangga minta 
maaf kepada istri dan kedua anak saya, karena perbuatan saya ini telah 
membuat istri dan kedua anak saya jauh dari saya, dan tak lupa saya 
minta maaf kepada kedua orang tua saya karena telah membuat malu 
keluarga dan tidak bisa menjadi anak yang dibanggakan keluarga. Ketiga, 
saya sebagai warga negara Indonesia minta maaf kepada pemerintah 
Indonesia karena telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba. 
Demikian pembelaan yang saya buat, saya berharap ibu hakim 
yang mulia bisa mempertimbangkan kembali atas tuntutan yang 
dijatuhkan kepada saya, dan saya mohon maaf apabila dalam tulisan ini 
ada kata-kata yang kurang berkenan dihati yang mulia. Terimakasih. 
Wassalamu’alaikum wr. wb. 
3. Barang bukti 
Dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik 
narkotika jenis shabu, 1 bungkus plastic klip kosong, 1 unit HP merk 
Nokia, 1 buah alat hisap shabu atau Bong, 1 buah korek api, 1 buah 
timbangan digital, 1 pak plastik klip baru, 1 pak sedotan. 
4. Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa 
oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 
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sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) bulan.
10
 
Pengadilan mempunyai kewajiban untuk menegakkan hukum dan 
keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi, dan korban dalam proses 
peradilan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum, dan 
menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat 
berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan.
11
 Sebagai 
implementasi dari indepedensi dan kemerdekaan hakim dalam memutus 
perkara pidana, maka fungsi hakim adalah memberikan perlindungan kepada 
masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, menjaga 
hukum dan ketertiban, menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah 




Berdasarkan hal-hal tersebut, peneliti berpendapat : 
1. Penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim telah melanggar 
ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 
tentang narkotika. Hakim memutus dengan pidana penjara selama 5 
(lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan 
diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, padahal ketentuan 
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 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. ‚Putusan Pengadilan. . ., 14. 
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pasal 114 ayat (1) pidana minimum yaitu penjara selama 5 (lima) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
Seharusnya hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal 114 
ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, karena salah satu tujuan 
sistem pemidanaan khusus yaitu untuk mengefektifkan pengaruh prevensi 
general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan 
meresahkan rakyat.
13
 Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana 
adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan 
penjahat. Pengaruh pidana ditujuk terhadap masyarakat pada umumnya 
dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan 
yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku 
masyarakat pada umumnya untuk tindak melakukan tindak pidana. 
Rumusan pemidanaan pasal 114 ayat (1) dengan jelas 
menggunakan kata ‚dan‛ yang berarti hanya dimungkinkan penjatuhan 
pidana secara kumulatif. Artinya jika terbukti bersalah maka pelaku 
haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda yang merupakan 2 (dua) jenis 
pokok. Bentuk kumulatif sanksi sebagaimana ditunjukkan dengan kata 
‚dan‛ disini tidak dapat disimpangi dengan menjatuhkan salah satu 
bentuk pidana misalnya penjara atau denda saja. Tidak dijatuhkannya 
kedua jenis pidana tersebut padahal telah nyata ketentuan pidana secara 
tegas menyatakan adanya kata ‚dan‛ mengakibatkan putusan dibatalkan, 
demikian Yurisprudensi MARI No. 13K/MIL/2001, yang mengemukakan 
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 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2010), 123. 

































‚bahwa oleh karena Mahamah Tinggi Militer I Medan tidak menjatuhkan 
hukuman denda terhadap terdakwa, sedangkan hukuman dalam perkara 
Psikoaktif bersifat kumulatif, maka putusan Mahkamah Militer Tinggi I 
Medan harus dibatalkan‛.14 
Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwasanya hukuman 
denda merupakan hukuman pokok yang harus disertakan dan sesuai 
dengan ketentuan Undang-undang. Pemberian pidana tersebut tidak lain 
untuk mewujudkan tujuan pemidanaan pada umumnya dan tujuan 
diundangkannya Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
Terlebih pemakai narkoba saat ini bukan hanya pemuda, ada juga 
eksekutif, lansia, anak-anak, ibu rumah tangga, bahkan  ada juga 
eksekutif, pejabat, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, polisi, 
pengangguran, ahli hukum, dokter, pemuka agama, dan sebagainya. 
Artinya dampak narkoba sangat mengusik dan meresahkan masyarakat. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan 
juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf 
maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri 
terdakwa.  
Alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana 
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:
15
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 AR. Sujono, Bony Daniel, Komentar & Pembahasan. . ., 240. 
15
 R. Soesilo, Kitab Undang-undang. . ., 60. 
 

































1) Pasal 44 dijelaskan karena jiwanya cacat atau terganggu karena 
penyakit. 
2) Pasal 48 dijelaskan adanya daya paksa. 
3) Pasal 49 ayat (1) djelaskan pembelaan terpaksa untuk diri 
sendiri/orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda. 
4) Pasal 49 ayat (2) dijelaskan pembelaan terpaksa yang melampui batas 
disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau 
ancaman. 
5) Pasal 50 dijelaskan karena melaksanakan ketentuan Undang-undang. 
6) Pasal 51 dijelaskan karena menjalankan perintah jabatan yang sah. 
 
Dari fakta hukum yang terungkap, terdakwa adalah orang yang 
sehat akalnya dan dalam melakuan tindak pidana tersebut tidak dalam 
keadaan tepaksa. Terdakwa juga melawan hukum karena tindak 
mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau 
menyediakan narkotika. 
Berdasarkan keterangan diatas, seharusnya hakim menjatuhkan 
hukuman sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan 
menerapkannya, putusan hakim dalam perkara ini akan dirasa lebih adil 
dan setimpal dibandingkan dengan apa yang diputus dalam putusan 
Pengadilan Negeri Demak nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. Jika ada 
alasan khusus dalam pertimbangan hakim yang membuat diberikannya 
hukuman denda dibawah ketentuan minimum pasal 114 ayat (1) Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya 
dicantumkan didalam putusan Pengadilan Negeri Demak nomor: 
114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

































2. Dalam putusan tersebut, majelis hakim sama sekali tidak 
mempertimbangkan fakta yang ada bahwa terdakwa melakukan tindak 
pidana narkotika ini bukan yang pertama. Hal ini dapat diketahui dari 
keterangan saksi Jatu Sulistya, SH bin Suhadi. Saksi menerangkan bahwa 
terdakwa dahulu sebagai pemakai narkotika. Ini menunjukkan walaupun 
terdakwa belum pernah dihukum, tetapi tindak pidana ini bukanlah kali 
pertama yang dia lakukan. Walaupun mengetahui bahwa membeli 
narkotika tanpa ijin adalah perbuatan kriminal, terdakwa tetap 
melakukannya. Hal itu seharusnya menjadi pertimbangan majelis hakim 
dalam bagian hal-hal yang memberatkan sehingga hukuman yang 
diberikan dapat disesuaikan dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan. 
Dengan ini rasa adil dan setimpal akan lebih dirasa berdasarkan fakta-
fakta yang terungkap dalam persidangan. 
 
 
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang  Pertimbangan Hukum Hakim 
Terhadap Sanksi Tindak Pidana Membeli Narkotika Golongan I Jenis 
Metamfetamina (Studi Putusan Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk) 
 
Penerapan hukum pidana Islam dalam rangka menyelamatkan manusia 
baik individual maupun sosial dari kerusakan dan menghilangkan hal-hal yang 
menimbulkan kejahatan.
16
 Hukuman yang diartikan dengan pidana, siksaan 
atau ganti rugi merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dan 
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 Sahid HM, Epistemologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 85. 



































 Hukuman harus mempunyai dasar baik dalam al-Qur’an, 
hadis atau lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan 
hukuman.
18
 Hukuman dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus 
dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana 
untuk mensucikan diri. 
Menurut Rahmat Hakim, tujuan hukuman sebagai berikut: 
1. Untuk memelihara masyarakat. Dalam hal ini, pentingnya hukuman bagi 
pelaku jarimah sebagai upaya menyelamatkan masyarakat dari 
perbuatannya. 
2. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Apabila 
seseorang melakukan tindak pidana, dia akan menerima balasan yang 
sesuai dengan perbuatannya. Dengan balasan tersebut, pemberi hukuman 
berharap terjadinya dua hal. Pertama, pelaku diharapkan menjadi jera 
sehingga ia tidak akan mengulangi pebuatan yang sama di masa yang 
akan datang. Kedua, orang lain tidak menerima perbuatan si pelaku 
dikarenakan akibat yang sama nantinya juga akan dikenakan kepada 
orang yang meniru. 
3. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran (ta’di>b dan tahdhi>b). Hukuman 
bagi pelaku pada dasarnya sebagai upaya mendidik agar menjadi orang 
baik, demikian juga masyarakatnya. Dia diajarkan bahwa perbuatan yang 
dilakukan telah mengganggu hak orang lain baik materiil maupun moril. 
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Pemberian hukuman juga sebagai upaya mendidik pelaku jari>mah agar 
dapat mengetahui kewajiban dan hak orang lain. 
4. Sebagai balasan atas perbuatan. Pelaku jari>mah akan mendapat balasan 
atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, setiap perbuatan dibalas 
dengan perbuatan lain yang setimpal sesuai nilai keadilan. 
Ulama Fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap tindak 
pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
19
 
1. Hukuman itu disyari’atkan 
Yaitu sesuai dengan sumber hukum yang telah ditetapkan dan 
diakui oleh syari’at Islam. Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh 
nas. Hal ini didasarkan pada sumber-sumber shara’ seperti al-Qur’an, al-
Sunnah, ijma’, atau Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang 
berwenang (ulil amri).20 Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut 
dengan istilah asas legalitas. 
2. Hukuman itu bersifat pribadi 
Hukuman itu hanya dikenakan pada pelaku tindak pidana, karena 
pertanggungjawaban tindak pidana hanya dipundak pelakunya, orang lain 
tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang 
kecuali dalam masalah diyat, pembebanan (ganti rugi) dapat ditanggung 
oleh keluaganya. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan 
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 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 41-
44. 
20
 Sahid HM, Epistemologi Hukum. . ., 91. 

































kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang 
lain yang bersalah. 
3. Hukuman bersifat universal 
Hukuman itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, 
karena pelaku tindak kejahatan diَmuka hakim berlaku sama derajatnya, 
tanpa membedakan apakah itu orang kaya atau miskin, rakyat atau 
penguasa. Sehingga dalam jari>mah qisash bila pelakunya sekalipun 
penguasa dikenakan hukuman pula. Adapun dalam hukuman ta’zi>r, 
persamaan dalam jenis dan kadar hukuman tidak diperlukan. Persamaan 
yang dituntut dari hukuman ta’zi>r itu adalah persamaan dalam aspek 




Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan 
pada tiga hal. Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, adanya 
kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, kesadaran bahwa 
perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.
22
 Dengan demikian orang gila, 
anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani 
pertanggungjawaban. 
Dalam fiqh ji>nayah orang yang mendapatkan pertanggungjawaban 
adalah orang yang mendapat takli>f, yakni orang mukallaf. Selain itu orang 
yang melawan hukum juga dimintai pertanggungjawaban.
23
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Dalam jari>mah narkotika ini terdakwa terbukti secara sah dan 
menyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana tanpa hak membeli 
narkotika golongan I berdasarkan pasal 114 Undang-undang Nomor 35 tahun 
2009 tentang narkotika dan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 
denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) bulan. 
Dalam perspektif hukum pidana Islam, narkoba tidak dijelaskan 
secara jelas dalam Islam, al-Qur’an hanya menyebutkan istilah khamar. 
Meskipun demikian, ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba 
itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia. Oleh 
karena itu menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad al-Hasary jika memang belum 
ditemukan status hukum penyalahgunaan narkoba dalam al-Qur’an dan 
sunnah maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan 
qiyas.24 
Hal ini sesuai dengan kaidah:
25
 
ْـه اىرىحْورًكٍسيمُّْليكْْىكْ هرٍىخَْورًكٍسيمُّْليك 
‚Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.‛ 
Kaidah ini mengandung arti bahwa setiap minuman yang 
memabukkan kedudukannya sama seperti khamar dalam al-Qur’an. 
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 M. Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah. . ., 177. 
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Barangsiapa yang meminumnya sedikit atau banyak akan dikenai sanksi dera 
sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW.
26
 
Dasar larangan membeli narkoba juga terdapat dalam hadis:
27
 
ْىعىلْا ىهىػًبرا ىشْ ىكْا ىىىرًصىتٍعيمْ ىكْاىىىرًصاىعْ:نةىرٍشىعًْرٍمىلخٍاًْفِْ ىنْيةىلٍويمٍحىلدٍاْ ىكْاىهىلًماىحْ ىكْْاىهىػيًقا ىسْ ىكًْوٍيىلًاْ ىك
ا ىهىًعئ ىبَْْىلًكآْ ىكْْيوىلْىةاىرىػتٍشيلدٍاْ ىكْاىىلذٍْمًىتٍَشيلدٍاْ ىكْاىهًنىىثَْ
Artinya: ‚Dalam persoalan khamar ini ada sepuluh orang yang dikutuk 
karenanya: produser (pembuatannya), distributor (pengedarnya), 
peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, 
pemakan uang hasilnya, pembayar, dan pemesannya.‛ 
َ 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa memakai, menjual, 
membeli, memproduksi, dan semua aktivitas yang berkenaan dengan narkoba 
adalah haram. Hal itu disebabkan narkoba lebih berbahaya dibanding 
khamar.28 Bahaya bagi si pemakai sendiri adalah dampaknya yang sangat 
burukbagi tubuh dan akal, karena obat-obatan terlarang memiliki kekuatan 
merusak yang sangat dahsyat terhadap kesehatan syaraf, akal, pikiran, 
berbagai organ pencernaan dan sebagainya berupa berbagai bahaya yang 
sangat dahsyat bagi tubuh secara keseluruhan. Adapun dampak bahaya dan 
kerugian umunya adalah terganggunya stabilitas umum, baik yang terkait 
dengan kemaslahatan-kemaslahatan negara, lembaga, organisasi, tempat 
kerja, maupun individu. Disamping itu, kondisi mabuk dan kecanduan sangat 
berpotensi mendorong pelakunya melakukan berbagai tindak kriminal 
terhadap jiwa, harta dan kehormatan.
29
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Di Indonesia, daerah yang mempunyai kewenangan khusus dalam 
menjalankan syariat Islam melalui Mahkamah Syariah adalah Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam  berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 2001 
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dibentuk untuk menjalankan peradilan 
syariat Islam di Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. 
Undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini 
didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur dalam 
qanun Provinsi NAD. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa 
kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.
30
 
Dalam pasal 49 Qanun Provinsi NAD Nomor 10 Tahun 2002 tentang 
Peradilan Syar’iyah Islam disebutkan bahwa perkara-perkara dibidang 
perdata yang meliputi hukum kekeluargaan, hukum perikatan, dan hukum 
harta benda. Perkara-perkara dibidang pidana meliputi qisash, diat, hudu>d, 
dan ta’zi>r sebagai kewenangan Mahkamah Syari’ah.31  
Peraturan mengenai minuman khamar dan sejenisnya juga dan 





‚Setiap orang dilarang mengkonsumsi  minuman khamar dan sejenisnya. 
Pasal 6: 
1) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha dilarang memproduksi 
menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut, 
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 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar 
dan Sejenisnya. 

































menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, dan 
memproduksikan minuman khamar dan sejenisnya. 
2) Setiap orang atau badan hukum dilarang turut serta/membantu 
memproduksi menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, 
mengangkut, menyimpan, menimbun, memperdagangkan, 
menghadiahkan, dan memproduksikan minuman khamar dan sejenisnya. 
Namun Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 
2003 tentang khamar dan sejenisnya hanya berlaku di Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam dan tidak berlaku di daerah lain, hal ini berdasarkan 
Undang-undang No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi 
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang 
mempunyai kewenangan khusus dalam menjalankan syariat Islam melalui 
Mahkamah Syariah. 
Berdasarkan pemaparan diatas, penulis berpendapat bahwa tindak 
pidana membeli narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Suyoto alias Gizik 
bin Suratman sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan jari>mah, karena 
larangan jari>mah narkotika ada baik dalam al-Qur’an dan hadis yang dalam 
status hukumnya diqiyaskan dengan khamar. Dalam fakta hukum terdakwa 
tertangkap setelah membeli dan mengonsumsi narkotika dari temannya yang 
bernama Bacin. Selain itu terdakwa juga sudah dewasa dan dalam melakukan 
jari>mah tersebut dengan kondisi yang sadar tanpa ada paksaan. Artinya 
terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan jari>mah 
yang dilakukan. 
Dari jari>mah yang dilakukan terdakwa, penulis berpendapat hukuman 
yang tepat diberikan kepada terdakwa yaitu ta’zi>r, karena selain narkotika 
tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur’an dan hadis, narkotika lebih 

































berbahaya daripada khamar. Hukuman ta’zi>r yang diberikan dapat berupa 
hukuman penjara dan denda. Hal ini sesuai dengan tujuan sanksi ta’zi>r yaitu 
preventif, reprensif, kuratif, dan edukatif. Karena bagaimanapun Islam 
menghendaki pelaku jari>mah untuk bertaubat. Namun kembali lagi pada 
penjelasan mengenai sanksi ta’zi>r bahwa sudah menjadi kewenangan ulil amri 
menjatuhkan hukuman. 
Mengenai penjatuhan hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri 
Demak Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk, karena tempat kejadian tindak 
pidana oleh terdakwa ini dilakukan di Demak yang tidak menggunakan 
syariat Islam sebagai sistem hukum nasional, melainkan menggunakan 
hukum positif maka penegakan hukum yang diberikan kepada tedakwa 
didasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, karena meninjau dari syarat-syarat hukuman yaitu hukuman 
dianggap mempunyai dasar apabila didasarkan kepada sumber-sumber syara’ 
yang salah satunya bersumber dari Undang-undang yang ditetapkan oleh 
lembaga yang berwenang yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 
tahun 2009. 
Ditinjau dari hukum pidana Islam, penjatuhan hukuman dalam 
putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk yang 
memberi hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 
Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) ini tidak sesuai dengan konsep 
ta’zi>r, karena hakim telah melanggar batas minimum denda dari pasal 114 

































ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang seharusnya pidana 5 
(lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliyar rupiah). 
Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 
memberikan gabungan hukuman yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. 
Dalam hukum pidana Islam, gabungan hukuman dapat terjadi manakala 
terdapat gabungan tindak pidana, sedangkan gabungan tindak pidana dapat 
dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa macam tindak pidana 
dimana masing-masingnya belum mendapat keputusan akhir, sedangkan pada 
pengulangan tindak pidana, pelaku melakukan tindak pidana kedua setelah 
dijatuhi hukuman atas perbuatannya yang pertama.
33
  
Gabungan jari>mah ada kalanya terjadi dalam lahir saja, dan ada 
kalanya benar-benar nyata. Gabungan jari>mah dalam lahir adalah apabila 
pelaku memperbuat suatu perbuatan yang dapat terkena oleh bermacam-
macam ketentuan hukum. Adapun gabungan jari>mah nyata adalah apabila 
terjadi beberapa perbuatan dari pelaku sehingga masing-masing perbuatan 
bisa dianggap sebaga tindak pidana.
34
 
Jari>mah narkotika yang dilakukan terdakwa termasuk dalam gabungan 
jari>mah lahir karena dalam fakta hukum yang terungkap, terdakwa telah 
mengkonsumsi dan membeli narkotika, selain itu perbuatan terdakwa juga 
betentangan dengan program pemerintah untuk memberantas narkoba. Oleh 
karena itu perbuatan terdakwa dikenakan gabungan hukuman sesuai dengan 
pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu hukuman penjara dan 
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denda, tentu pemberian hukuman ini hasil dari ijti>had ulil amri dikarenakan 
tindak pidana narkotika merupakan extra ordinary crime yang menjadi salah 
satu penyebab rusaknya generasi bangsa. 
Berdasarkan hal tersebut, seharusnya hakim menjatuhkan hukuman 
sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan menerapkannya, putusan 
hakim dalam perkara ini akan dirasa lebih adil dan terwujud kemaslahatan 
bagi pelaku jari>mah  dan juga bagi masyarakat serta jika ditinjau dari hukum 
pidana Islam akan sesuai dengan konsep ta’zi>r. Jika ada alasan khusus dalam 
pertimbangan hakim yang membuat diberikannya hukuman denda dibawah 
ketentuan minimum pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika seharusnya dicantumkan didalam putusan Pengadilan 
Negeri Demak nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk. 
 
  



































Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 114/Pid.Sus/2017/PN.Dmk 
tentang tindak pidana membeli narkotika golongan I jenis metamfetamina 
yang didasarkan pada pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 
2009, yakni menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda 
sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 
penjara selama 1 (satu) bulan. Dalam hal ini hakim memutus pidana 
denda melanggar ketentuan batas minimum yang seharusnya minimal Rp. 
1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) tanpa disertai alasan yang jelas, 
padahal dari fakta-fakta hukum di persidangan tidak ditemukan hal-hal 
yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar 
yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa. 
2. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa Suyoto alias Gizik bin 
Suratman tidak sesuai dengan konsep ta’zi>r, karena dalam ta’zi>r hukuman 
didasarkan pada sumber-sumber syara’ yang salah satunya bersumber dari 
Undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang yaitu 
pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, namun dalam 

































penerapannya hakim telah melanggar batas minimum denda dari pasal 





1. Kepada para hakim diharapkan lebih mempertimbangkan kembali 
mengenai hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana 
narkotika sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, karena 
salah satu tujuan diundangkannya Undang-undang tersebut yaitu untuk 
menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Dengan 
memberikan hukuman yang sesuai akan memberikan rasa keadilan dan 
pencegahan agar orang lain tidak berbuat hal serupa. 
2. Kepada hakim, hendaknya memberikan keterangan atau alasan yang jelas 
mengenai pertimbangan hukum dalam memutus sebuah perkara, terlebih 
lagi jika putusan pidananya sampai dibawah minimum dari pidana yang 
sudah diatur dalamUndang-undang. 
3. Kepada masyarakat agar turut aktif dalam memberantas peredaran 
narkoba yaitu dengan melaporkan kepada polisi jika mengetahui terjadi 
tindak pidana narkotika. Terus menjaga diri sendiri dan keluarga agar 
tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika yang akan merugikan diri 
sendiri dan orang lain. 
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